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B ASBEET
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari beberape umsur yang sangat pen-
ting diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya
rakyat yang mendiami wilayah tertentu. Karena rakyat
merupakan obyek yang sekaligus sebagai mobilisator da-
lam mengongkritkan kepentingan keorganisasian negara

yang bertujuan merealisasikan cita-cita bangss.

Dalam suatu negara rakyat selalu mempunyail ke~
cenderungan untuk aktif melaksanaekan kewajiban-kewaji-
ban yang diberikan oleh negesra. Dengan adanya kewaji-
ban tersebut, maka akan timbul suatu hak yang merupa-
kan milik rakyat selaku warga dalam suatu negara. Oleh
karena itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi negara
untuk senantiasa melindungi kepentingan setiap warga-

nya.

Pada dasarnya rakyat dalam suatu negara adalah
orang yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaan
negara dan tunduk pada kekuasaanya. Adapun orang yang
bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dapat di-

bedakan sebagai penduduk dan bukan penduduk.

Penduduk adalah mereka yesng memenuhi syarat-



syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara
dan yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat
tinggal pokok dalam wilayah negara itu. Sedang bukan
penduduk adalah orang yang berada di wilayah suatu ne-
gara untuk sementara waktu dan tidak berﬁaksud bertem-
pat tinggal tetap di wilayah negara tersebut. ( C.S.T.

Kansil, 1986:196)

Dari pengertian di atas penduduk dapat dibedakan
menjadi dua
1. Perduduk warga negara, dengan singkat disebut "War-
ga Negara';
2.. Penduduk bukan warga negara, yang disebut "Orang A-

sing",

Sedang pengertian warga negara adalah rakyat
yang menempati suatu wilayash tertentu dalam suatu ne-
gara dan mempunyai hubungan yang erat dengan negara
tersebut. Warga negara mempunyai arti sebagai "Anggota"
dari suatu negara sehingga gengan demikian setiap war-
ga negara mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu ter-
hadap negara dan sekaligus mempunyai hak yang wajib di

berikan dan dilindungi oleh negara.

Dalam menentukan seseorang tergolong ateau tidak
nya menjadi warga negara, maka suatu negara dapat meng
gunakan / mengikuti dua azas yang biasa dikenal dengan:

1. Azas ius sangius, agzas yang menentukan kewarganega-



raan seseorang berdasarkan keturunan / siapa yang
melahirkan;

2. Azas ius soli, azas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan daerah atau negara di mana ia

dilahirkan.

Dari kedua azas di atas kadang-kadang seseorang
akan mengalami dwi kewarganegaraan atau mungkin akan
mengalami tanpa kewarganegarzan (a-patride) dalam sua-
tu negara. Hal ini dapat terjedi disebabkan karena sa-
tu negara mengsenut azas ius soli sedang negsra lain
menganut azas ius sangius yang manes keduanya terjalim

“hubungan.

Kewarganegaraan merupakan suatu status keanggo-
taan kolektivitas individu-individu di mane tindakan,
keputusan dan kebijakan mereka diskui melalui  konsep
hukum negara yang mewakiii-individuwindividu it (35
G. Starke, 1989:23) Dengan demikian. kewarganegaraan a-

dalah sangat penting bagi setiap orang yeng berada da-

lam suwatu negara.

Dalam negarz Indonesia maszlah . Kkewarganegaraan
secara global terdapat dalam UUD 1945 pasal 26 yeng
berbunyi :

1. Yang menjadi warga negara ialah orang- - orang

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang seba-
gal warga negara



2. Syarst-syarat yang mengenai kewargenegaraan
ditetapkan dengan undang-undang.

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang
kewargenagaraan, negara Indonesia dalam menentukan kewar-
ganegaraan seseorang menggunakan azas ius soli. Hal ini
mengakibatkan adanya kewarganegaraan rangkap (bi-patride)
dikalangan warga Cina yang ada di wilayah negara Indone-
sia, karena:negara Cina mengenut azas ius sangius dalam
menentukan kewarganegaraannya. Tapi berkat adanya kerja
sama yang baik diantara dua negara itu, masalah dwi ke-

warganegaraan tersebut dapat terselesaiken dengan baik.

Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan Jjelas-
tentang kewarganegaraan adalzah sangat penting bagi seti-
ap negara, karena hel tersebut dapat mencegah adanya pen-
duduk yang berstatus bi-patride maupun yang a-patride.
Dan disamping itu juga sangat penting untuk membedakan
hak dan kewajiban terhadap warga negara dengan orang a-

sing dalam suatu negara.

Masalah warga negara dan kewarganegaraan dalam sya-
ritat Islam pada hakekatnya sudah ada ketentuannya. Kare-
na syari'at Islam telah mencakup seluruh aspek perilaku
manusia yang bersifst universal dan sempurna. Sebagaimana

tercantum dalam Al-Qur'an surat An Nahl 89

“C a2 S KL s eSielle 2y



Artinya :,po; gami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-

Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu"
(DEPAG RI, 1992:415)

Dan dalam surat Al Maidah ayat 3 :

O ot D agatys el Lo o)
Apsinye *npada hari ini telah Kusempurnakan uﬁtuk
kamu agamamu" (DEPAG RI, 1992:157)

Berdasarkan keumuman dari firman-Nya yang berbunyi
ngntuk menjelaskan segala sesuatu" dan berdasar nash
yang tegas bahwa Allah telah menyempurnakan agama S 11 1
maka tidak mungkin ada.perbuatan manusia yang tidak mem-
punyai landasan hukum atau tanda yang menunjukkan hukum-
nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Anfal ayat-

72 yang berbunyi :

o el ) ol Lo Ly L gyl 0
O ol pmm e 18l g1l )y ol s A
U Lo o (o or (MLl p ool 230

i, s > - ;
L_(Lﬂy\ij,g‘,\\(L:lﬁ U‘f,-‘h\ﬁ &M\Ub‘\—zﬁ\ﬁ
L,)f—ﬁ‘:inthd L‘i‘LJ{Lj‘“:ghi'fh'f4k;1ﬁ-j ri:;:::(Ljré
v QL) D

Aniinyd :"Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan
jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang

 memberikan tempat kediaman dan pertolongan (ke



pada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sa
ma lain lindung-melindungi. Den (terhadap) o=
rang-orang yang beriman, tetapi belum berhij-
rah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu
mellndungl mereka, sebelum mereka berhijrah.
(Akan tetepi) jika meminta pertolongan kepadamu
dalam (urusan pembelaan) agama, maka kemu wajib
memberikan pertolongan kecuali terhadap kamu
yang telah ads perjanjian antara kamu dengan me
reka. Dan Allah Maha [elihat apa yang kamu ker-
Jakan!. (DEPAG RI, 1992:273)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam secara teks-
tual telah menyinggung status warga negara dengan batas
batas tertentu. Dengan demikian secara implisit . Islam
telah mengatur eksistensi warga negara dalam suatu wi-

layah negara,

Dari uraian latar belakang di atas nampak jelas
bahwa secara spesefik antara hukum Islam dan hukum Na-
sional sams-sama memberi batasan terhadep warga negara
dan cara-cara memperoleh kewarganegarean dalam suatu ne

gara.

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas dan pro-
posional tentang wérga negara dan kewarganegaraan pada
kedua hukum di atas, kiranya urgen sekeli adanya pene-

litian komperatif pada kedua hukum tersebut.

Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diketahu
i bahwa masalah pokok yang akan di bahas adalah tentang

studi perbandingan antara kedua hukum dalam measalsh war



ga negara dan kewarganegaraan, atau dengan kata lain-
yaitu : wWarga Negars Dan Kewarganegaraan Dalam Hukum

Islam Dan Hukum Kasional.

C. Pembatasan Masalah

Masalah keberadaan wargs negara dan kewarganega-
raan dalam suatu negara masih bersifat umum dad terka-
it dengan masalah-masalah lain. Maka studi ini dibata-
si agar pembahasannya lebih mengarah dan proposional.
Adapun pembatasan masalah ini adalah terbatas pada war

ga negara dan kewarganegaraan saja.

D. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat permasalahan yang
menjadi pembahasan. Perumusan masalah inilah yang me-
rupakan pokok dalam penulisan skripsi, disamping fak-
tor penunjang lainya. Agar lebih praktis dan operasi-
onal, maka pembahasan ini dirumuskan delam bentuk per-
tanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejeuhmana eksistensi warga negara dan kewarganega-
raan dalam hukum Islam dan hukum Nasional ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Nasional

terhadap cara memperoleh kewarganegaraan ?

E. TuJjuan Studi

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tu-



juan studi ini adalah

1'

2.

Menguraikan tentang ...eksistensi warges negara seca-
ra singkat daﬁ Jelas dalam hukum Islam den hukum Na
sional. |

Membandingkan apakah dalam hukum Islam dan hukum Na
sional ada perbedaan yang menyolok tentang eksisten
si tersebut yang kususnya dalam cara memperoleh ke-

warganegaraan.,

Kegunaan Studi

Dari hasil studi diharapkan dapat bermanfast se-

kurang-kurangnya untuk :

1,

Mengetahui dan faham tentang keberadaan warga nega-
raz dan kewarganegaraan dalam hukum Islam dan hukum
Nasional,

Dapat dijadikan penelitian lanjutan dan pengembang-
an dalam penelitian sejenis dengan obyek yang ber-

beda.

Data-data Yang Akan Dihimpun

\

Adapun data-data yang akan dihimpun dalam pene-

litian ini secara globzal adalah sebagai berikut

1‘

2.

Berlakunya ketentuan hukum bagi warga negara;

Hak-hak dan kewajiban warga negara dalam suatu ne-

gara;



I.

3. Cara dan hilangnya kewarganegaraan dalam suatu ne-

gara.

Sumber Data Dan Teknik Penggalian Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu library
research, maka penelitian ini dilakukan dengéen cara
mengke ji buku-buku yang berasal dari literatur-litera-

tur yang ada hubunganya dengan pembahasan ini.

Adapun teknik penggalian datanya sdalah dengan
cara mencari pendapat para ulama dan para sarjana ser-
ta mencari landasannya. Kemudian data-data tersebut di
analisis, kemudien hasilnya baru dicatat dan dikuali-
fikasikan menurut kerangka yeng sudah direncanakan se-

belumnya.

Metode Analisis Data

Untuk mengenalisis data yang telah terkumpul pe-

nulis menggunakasn metode sebagai berikut :

1. Metode diskripsi yaitu menerangken atau menguraikan
secara keseluruhan.

2. Metode induktif yaitu dengan cars menyajikan kenya-
taan-kenyataan yang bersifat kusus dari hasil riset
kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat u

muil.

3., Metode deduktif yaitu dengan cara mengemukakan te-
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ori-teori, dalil-dalil atau generalisasi Yang ber-
sifet umum dan selanjutnya dikemukakan fakta- fakta
yang bersifat kusus.

Metode komperatif yaitu dengan cara membandingkan
antara kedua hukum tersebut, kemudian dari perban-

dingan itu ditarik sustu simpulan.



BAB II
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM

HUKUM ISLAM

A. Berlakunya Hukum Islam ditinjau darji segi Teritorial -

Serta Kewargane garaannya

Ada tiga teori tentang berlakunya hukum Islam
bila ditinjau dari segi teritorialnya serta kewargane-
garaannya.

1. Teori Abu Hanifah

Teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam ber
laku secara menyeluruh terhadap pembuat jarimah
yang dilakukan dalam wilayah negara Islam, dengan
tanpamemperhatikan jenis-jenis tindak jarimahnya
dan tanpa pula memperhatikan siapa orang yang mela-
kukannya, apakah mereka orang Islam ataupun orang
Dzimmy. Hal ini disebabkan orang Islam telah tunduk
pada hukum Islamkarena keislamannya. Sedang orang
Dzimmy tunduk pada hukum Islam karena adanya akad

Dzimmah.

Adapun bagi Musta'min (orang asing) yang ber-
tempat tinggal sementara di wilayah negara Islam
dan melakukan perbuatan jarimah yang berhubungan de
ngan hak Allah (hak masyarakat) mereka tidak dike-
nai sangsi hukum Islam. Tetapi apabila mereka mela-
kukanperbuatan jarimah yang bertalian dengan hak-

hak Adami seperti qishas dan qadzaf, maka mereka

"
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akan dikenai hukum Islam, sebagaimana dijatuhkanpa-
danya lantaran mengerjakan jarimah-jarimah yang la-
in seperti merampas harta orang lain. (T.M. Hasbi

Ash-Shiddieqy, 13971 : 21).

Jarimah yang dilakukan oleh seseorang Islam
atau seseorang Dzimmy di luar wilayah negara Islam,
maka baginya tidak diterapkan ketentuan hukum Islam.
Baik pelakunya berasal dari negara Islam kemudian
pergi ke negara bukan Islam kemudian kembali ke ne-
gara Islam, ataupun pelakunya dari penduduk negeri
bukan Islam yang kemudian pindahke negeri Islam.Hal
ini terjadi karena negara tidak mempunyai kekuasaan
untuk menerapkan hukum Islam di daerah dimana +tin-
dak jarimah itu terjadi. Oleh karena itu apabila ti
dak ada kekuasaan negara, maka tidak wajib ada hu-

kuman atas mereka. (Ahmad Hanafi, 1386 : 37).

Dan sebaliknya apabila seorang Islam atau se
orang Dzimmy melakukan-perbuatan jarimah di dalam
negeri Islam lalu ia melarikan diri ke negeri bukan
Islam, maka larinya tidak akan menggugurkan hukuman

atas mereka. (L. Amin Widodo, 1334 : 19).

Teoxri Abu Yusuf

Teori ini mengemhkakan bahwa hukum Islam ber
laku atas semua orang yang berbuat jarimah yang ber
ada dalam wilayah negara Islam, baik pelakunya ber-

domisili tetap seperti orang Islam dan Dzimmy atau
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pun tidak tetap seperti musta'min. Alasannya kare-
na orang Islam tunduk oleh keis]lamannya dan orang
Dzimmy tunduk pada hukum Islam karena adanya akad

Dzimmah.

Adapun bagi musta'min harus tunduk pada hu-
kum Islam karena adanya perjanjian isti'man ( akad
jaminan keamanan) yang memberikan kepada mereka hak
menetap dalam waktu terbatas di dalam negara Islam.
Sehingga mereka mendapatkan perlindungan baik jiwa
dan hartanya sama seperti orang Dzimmy. Dengan demi
kian apabila orang muata'min melakukan perbuatan ja
rimah di negeri Islam, dan meskipun mereka baru be-~
berapa hari berdomisili di negeri Islam, maka mere-
ka dikenai sangsi hukum Islam baik itu melanggar
hak Allah maupun hak Adami.(Saparlan, 1933 : 15).

Dalam tindak jarimah yang diperbuat di luar-
negara Islam Abu Yusuf ' sependapat dengan Abu Hani-
fah yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak berlaku
atas jarimah yang dikerjakan di luar negara Islam.

(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1971 ; 26).

3. Teori Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad

Teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam da-
pat diterapkan atas pembuat jarimah yang dilakukan
dimana saja asal masih dalam wilayah hukum negara
Islam baik yang melakukan seorang Islam atau orang

Dzimmy maupun orang Musta'min.
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Alasannya sama dengan pendapat Abu Yusuf,
bahwa seorang Islam tunduk pada hukum Islam karena
keislamannya dan orang Dzimmy tunduk pada hukum Is-
lam karena adanya akad Dzimmah, sedang orang Musta!
min tunduk pada hukum Islam karena adanya perjanji-
an isti'man, yang berisi meminta jaminan keamanan

untuk masuk ke negara Islam. (L: Amin Widodo, 1994;
25).

Seorang muslim dan Dzimmy yang telah melaku-
kan jarimah tidak akan terbebaé dari ketetapan sya-
ritat Islam walaupun mereka melarikan diri dari ne-
gara Islam, demikian pula apabila muslim dan Dzimmy
tersebut berbuat jarimah di negara bukan Islam, ju-

ga akan dikenai hukum Islam. (Saparlan, 1933 : 16).

Dan bagi musta'min yang melakukan jarimah di
negara Islam kemudian lari ke negara bukan Islam
(Darul Kuffar), maka larinya itu tidak akan bisa
menggugurkan ancaman atas jarimah yang telah di per
buat. Kepada orang musta'min tersebut tetap dikenai
hukuman dengan diurus ke negeri tempat di mana ia
melarikan diri. (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1371
28) . Tetapi apabila musta'min berbuat jarimah di da
rul harbi kemudian masuk ke negeri darul Islam,maka

baginya tidak dikenai hukum Islam karena sewaktu di

darul harbi tidak ada kewajiban untuk mentaati ke-

tentuan hukom Islam. (Saparlan, 1933 : 16).
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Dengan demikian tiap-tiap jarimah yang di -
perbuat oleh setiap warga negara Islam baik yang di
lakukan di dalam negerinya ataupun yang dilakukandi
luar negeri Islam, maka terhadapnya dapat dikenai

sangsi hukum Islam.

B. Cara memperoleh Kewargane garaan

1. Masuk Agama Islam

Islam merupakan sistem pemikiran yang sekali
gus sistem tindakan yang bersifat universal. Peme-

rintahan negara Islam dibentuk berdasarkan tata atu

ran Islam yang dilaksanakan secara konsultasi tim-
bal balik antara rakyat dengan pemerintah. Hal ter-
sebut bertujuan untuk menciptakan suatu negara yang

berdasar pada idiologinya.

Rakyat dalam negara Islam tidak digolongkén
berdasarkan suku, ras, warna kulit, bahasa dan ke-
las, tetapi Islam menggolongkan rakyatnya berdasar
satu prinsip dan ideologi. Sehingga siapa pun yang

menerima ideologi tersebut sebagai prinsip dasar,

raison d'etre yang mengatur semua tindakan ne gara
tersebut, maka ia akan memiliki hak kewarganegaraan

nya secara penuh. (Abul A'la Al-Maududi, 1933 :211)

Wilayah negara Islam pada dasarnya meliputi

seluruh negeri yang berpenduduk semua atau terbanyak
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muslim dan di dalamnya diterapkan syari'at Islam,
maka dengan sendirinya kewarganegarszan Islampun .ti-
dak terbatas oleh syarat apapun, kecuali syarat pe-
ngucapan "EFalimat Syahadat". Asyhadu an la ilaha il-
lallah wa asyhaduanna Muhammadan Rasulullah, maka
Islamlah dia dan langsung menjadi warga negara Islam.

(A. Hasymy, 1984:296)

Dengan demikian mereka secara langsung terikat
oleh tata aturan hukum yang diterapkan di negara Is-
lam dan secara otomatis akan mendapat perlindungan
baik jiwa maupun hartanya. Hal ini sesuai dengan ha-

dits Nabi s.a.w. dari Ibnu Umar r.a.
ALY O odpds (o> e BB OIS
sleseisng s \b&gu\w‘.}_fub

Sl ooy ‘Lmsbg@bzm.&:ﬂ;bl:&‘ab
(W ze ) dnde pgo o= b D]
"pAku disuruh memerangi orang-orang, sehing-
ga mereka mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah dan Muhammad itu Rosul Allah, dan  supaya
mereka menegakkan sholat dan membayar zakat., A-
pabila yeng demikian telah mereka lakukan, maka
darah dan narta mereks mendapat perlindungan da-
riku, kecuali karenz alasan-alasan (hukum) Islam
sedangkan perhitungan (peradilan) mereka terse-
rah kepada Allah. (Terjemah Bukhari, 1992:22)

Artinya :

Orang-orang yang mendapat jaminan tersebut, ha
rus berdomisili atau berhijrah ke negara Islam seca-
ra menetap. Hal ini sesuvai dengan Firman Allah dalem

surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi
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o)y ot ool 19z Ly pleno Lysl
Mgaaw)lw;)b)\quu\wé
~Artinya : & Vv :dL-'x-'xj\ D = L)-‘a'” ,,\_Tjj\

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa-
nya pada jalan Allah dan orang-orang yang membe
rikan tempat kediaman dan pertolongan kepada
orang-orang muhajirin), mereka itu satm sama la
in lindung melindungi. (Depag. RI., 1992 : 273)

Ayat 4 .1 atas menunjukkan bahwa orang yang

telah beriman (beragama Islam) dan berdomisili  di
dalam wilayah negara Islam atau telah berhijrah ke

dalamnya, maka akan terlindungi hak-haknya.

Sedang apabila seorang yang beragama Islam
danbelum berhijrah ke dalamnya, maka orang tersebut
belum dianggap sebagai warga negara dan tidak akan
memperoleh perlindungan dari negara Islam. Sebagai
mana disebutkan firman Allah dalam surat Al- Anfal
ayat 72 :

Cob r—(é»,bo%‘—ﬂjb 9 el po Lsel 2 3l
‘( NAY dLu:(\} b:ﬁ\ﬁ&

Artinya :

"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, te
tapi belum berhujrah, maka tidak ada kewajiban
sedikitpun atasmu melindungi mereka,sebelum me-
reka berhijrah. (DEPAG. RI., 1992 : 273).

Dan bagi mereka yang telah berhijrah ke ne-
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bawah perlindungan negara Islam.

Dengan akad dzimmah ini kaum muslimin membe-
rikan kepada orang-orang non Muslim suatu hak yang
di masa sekarang mirip apa yang disebut dengan ke-
wargane garaan politis yang diberikan oleh negara -

kepada rakyatnya. (Yusuf Qardhawi, 1985 : 18).

Di zaman perluasan Islam, cara perjanjian -
dzimmah diumumkan oleh penguasa Islam bahwa Dbarang
siapa yang suka tinggal bersama-sama kaum muslimin
dan sanggup mengikuti kewajiban-kewajiban yang di-
pikul mereka selain hal-hal yang berhubungan dengan
agama atau kepercayaanya, maka mereka dapat memper-
oleh status dzimmy. Sedang setiap dzimmy adalah rak
yat negara Islam dan kewarganegaraan mereka adalah

"Kewargane garaan Islam". (A. Hasjmy, 1394 : 296).

Dengan demikian warga negara semacam ini, da
lam negara Islam mendapatkan perlindungan kehidupan
nafkah dan kekayaan serta jaminan kebudayaan,l kei
manan dan martabat sesuai dengan yang diperoleh ka-

um muslimin.

Oleh karena itu jiwanya terpelihara dan ke-
merdekaan pribadinya terhormat serta tidak boleh di
tindas harga dirinya atau mengurangi hak-haknya.Ini

sesual dengan hadits Nabi s.a.w.
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Artinya :

Conbt ' pw)

Ingatlah ! Siapa saja yang berlaku kasar dan
ke jam terhadap seorang Dzimmy, atau mengurangi
hak-haknya, atau membebaninya dengan beban yang
tidak disanggupinya, atau menyalahi kehendak -
nya maka saya akan menuntut-di hari kemudian.

(sunan Abu Dawud, III : 171 )

Sebagai imbangannya ada dua persyaratan da

lam perjanjian dzimmah yang harus ditaati oleh mere

ka :

1)

2)

(3

Mereka harus tunduk dan patuh pada syari'at Is-
lam yang telah diterapkan oleh negara.

Dalam masalah kekeluargaan dan pelaksanaan keaga
maan atau kepercayaan, penguasa Islam memberikan
keluasaan dalam menger jakannya.

Mereka harus membayar jiz'ah guna untuk  memba-
ngun negara dan ikut memikul belanja negara.(Sa-
parlan, 1993 : 20). Dan jiz'ah ini juga terma -
suk sebagal pengganti pembayar zakat yang menja-
di kewajiban bagi tiap-tiap muslim.

Jadi jiz'ah merupakan imbangan dari orang
dzimmy terhadap pemerintah Islam dalam melindu
ngi hak-haknya (H. Zaenal Abidin Ahmad, 1375

364 - 36Y).
Penetapan jiz'ah oleh pemerintah Islam
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terhadap orang dzimmy ini berdasarkan Al-Qur-an

surat At-Taubah ayat 239 :

\

o 330520 Al &5
C oo Gl Qo Yo at oy s i 2o
o sl i Cagadi o) 0
(= :dan ol ' :EL‘¢> By

Artinya : D .J-J ) &2 {wj "

Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari ke
mudian dan mereka tidak mengharamkan apayang
telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nyadan
tidak beragama dengan agama yang benar (aga-
ma Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi-
kan al-Kitab kepada mereka, sampai merekamem
bayar jiz'ah dengan patuh sedang mereka da-
lam keadaan tunduk. (DEPAG. RI., 1392 : 282)

3, Turut Orang tua

Kedudukan anak kecil dalam masalah kewar-
gane garaan didasarkan/disamakan dengan kewargane
garaan orang tuanya. Kalau suami istri masuk Is-
lam atau menjadi orang dzimmy, maka anak yang
belum tamyiz tersebut mengikuti kewarga negaraan
mereka (suami istri). (Hasbi Ash-Shiddieqy,1971:
46) .

Dengan demikian anak yang dilahirkan di
dalam negara Islam, yang mana orang tuanya ber-
status sebagal warganegara Islam baik mereka

orang Islam atau orang dzimmy, maka anak yang
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dilahirkan tersebut secara langsung berkewargane
garaan Islam.

Dan apabila ayah saja yang masuk ke agama
Islam atau menjadi orang dzimmy, maka anak- ahak

nya yang belum tamyiz mengikuti berkewarganegara

an ayahnya. Tetapi kalau hanya ibunya yang masuk
agama Islam atau menjadi dzimmy, maka anak- anak
nya mengikuti kewarga negaraan ibunya. Hal ini -
menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan
Ahmad. Sedang menurut pendapat Imam Malik kewar-

ganegaraan anak tersebut mengikuti ayahnya. (Ah-
mad Hanafji,6 1986 : 116-117).

Jadi menurut beliau (Imam Malik) kewarga-
ne giraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan -
ayah, sehingga apabila ayahnya bukan warga nega-
ra Islam dan istrinya berkewarganegaraan Islam,
maka dalam hal ini anaknya berkewarga negaraan a
sing (bukan Islam) karena ayahnya bukan warga ne

gara Islam.

C. Hak dan kewajiban warga negara Islam

Di dalam negara Islam kepribadian individu se
nantiasa dijaga dan dijamin, bahkan mendapat prioritas
dari negara sebab individu berperan aktif dalam mem -
bahtu ketahanan dan kebaikan suatu negara. Sehingga su
dah sewajarnya bahwa negara tetap menjada kepribadian-

warga negaranya serta mengarahkannya kepada hal-hal
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yang makruf.

Maka apabila warganegara telah dijamin hak-hak-
nya berarti akan mendapatkan jaminan paling mulia un-
tuk ikut serta mempertahankan ketahanan negara dan rea
lisasinta tujuan-tujuanﬁya. Oleh sebab itu negara Is-
lam benar-benar memberi kebebasan~kepada setiap indi-
vidu dalam mempergunakan hak-haknya. Karena kemaslaha
tan mutlak tidak dapat dicapai oleh'negara Islam tanpa

memperhatikan hak-haknya tersebut.
Hak-hak warganegara di dalam Islam semata- mata

tidak menekankan kepada hak-haknya saja, akan tetapi
hak-hak itu dilandasi oleh kewajiban-kewajibannya se-
bagai warga negara yang semata-mata hanya untuk mengab

di kepada pemerintah dan mengabdi kepada penciptanya.
1. Hak-hak warga negara Islam

Setiap warga negara memperoleh perlindungan-
dari negara menyangkut kebutuhan dan kehormatan. A-
pabila perlindungan tersebut terlaksana dengan baik
maka tidaklah mungkin warga negara akan berada da-
lam kerusakan dan kehinaan. Hal ini karena ne gara
selalu menghargai kedudukannya, melindungi jiwa,har
ta, serta memikirkan kesulitan-kesulitan warga ne-

garanya secara penuh.
Dr. Hamidullah dalam tulisannya yang berju--

dul "Politik Islam konsepsi dan dokumentasi'" memba-

gi hak-hak warga negara menjadi dua bagian, hak-
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hak politik dan hak-hak umum.

Hak politik warga negara ialah

Hak yang diperoleh warga ne gara dalam kedudukannya-
sebagai anggota di dalam bidang politik atau dapat
dikatakan hak yang menjadi perantara bagi warga ne-
gara didalam mengembangkan urusan-urusan kenegaraan

dan sistem pemerintahannya.

Hak politik warga negara meliputi :
1) Hak memilih

2) Hak musyawarah

3) Hak kontrol

4) Hak memecat

5) Hak pencalonan

6) Hak menjabat jabatan umum.

Hak Umum warga negara ialah

Hak-hak yang semestinya dimiliki oleh seseorang da-
lam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang ti
dak mungkin dia memisahkan diri dari hak tersebut,
karena hak itu menjaga dirinya dan kemerdekaannya -
serta harta miliknya.
Hak umum warga negara meliputi :
1) Hak persamaan

a. Persamaan di mata Undang-undang

b. Persamaan di mata pengadilan
2) Hak kebebasan
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a. Kebebasan pribadi

b. Kebebasan beragidah dan berpribadi
c. Kebebasan bekerja dan berusaha

d. Kebebasan memiliki

e. Kebebasan mengeluarkan pendapat

f. Kebebasan menuntut ilmu

g. Penghormatan terhadap tempat tinggal.

Abul A'la al-Maududi, juga menuliskan ten
tang hak-hak warga negara dalam bukunya "The Isla-
mic Law and Constitution", beliau menjelaskan bahwa

hak-hak warga negara itu ada tiga.

Dalam Islam, hak asasi pertama dan utama war
ga negara adalah melindungi nyawa, harta dan marta-
bat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak
ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alas

an yang sah dan legal.

Hak yang penting kedua adalah perlindungan a-
tas kebebasan pribadi. Dalam Islam kebebasan priba-
di tidak dapat dilanggar, kecuali setelah melalui
proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan
memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan
pembelaan, penahanan tidak dapat begitu saja dila-

kukan kecuali ada tuduhan tertentu.

Imam Khatabi dalam bukunya "Ma'alim Al-sunan"

menyatakan bahwa di dalam Islam ada dua bentuk pe-
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nahanan :

1) Penahanan atas perintah pengadilan, yaitu  jika
seseorang divonis pengadilan dan tetap ditahan
sampai masa hukumann&a habis, dan

2) Penahanan untuk tujuan penyidikan.

Dengan adanya dua penahanan di atas, maka ti
dak ada alasan lain yang dapat merampas hak kebebas

an orang.

Hak penting ketiga adalah kemerdekaan mengelu
arkan pendapat serta menganut keyakinan masing- ma-
sing. Dalam kaitan ini, Khalifah Ali, memberikan be
berapa penjelasan yang terbaik. Dalam menghadapi
golongan politik yang dikenal dengan kelompok Khawa
rij melakukan pemberontakan pada pemerintah pada ma
sa beliau, Ali mengirim pesan pada mereka sebagai
berikut :

"Kalian boleh tinggal di manapun yang kalian
sukai tapi dengan suatu syarat bahwa kalian tidak
asyik dalam banjir darah dan tidak melakukan cara-

cara yang jahat". (Imam Asy-Syaukani, TIII : 133).

Hal ini cukup jelas bahwa suatu kelompok yang
terorganisasi boleh mengeluarkan semua gagasan, dan
juga secara damai mempraktekkannya, maka dalam hal
ini negara Islam tidak akan menghalang- halanginya
ataupun mengganggunya. Tetapi apabila organisasi

tersebut mencoba menentang ideologi negara secara
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kekerasan dan membahayakan terhadap keamanan negara
atau pemerintah, maka2 dalam hal ini akan diambil su
atu tindakan untuk melawannya. Sebab tindakan mere-
ka adalah bughah/pembangkang yang wajib diperangi
sampai mereka kembali kepada keadilan dan kedisipli
nan berjamaah. (Sayyid Sabiq, 1387 : 20).

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat a-

yat 3 :

Lo, Jods s gl (2 DL L OL
o Call s (g A1 de Lean s s 01
""ﬁ*‘?.b*‘-“&;‘_uu OL A I d1e 55 e

A0l st S she3ly gl

Artinya :

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang -
mukmin berperang maka damaikanlah antara kedua-
nya. Jika salah satu dari kedua golongan itu
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu se-
hingga golongan itu kembali, kepada rintah
Allah, jika golongan itu telah kembali kepada
perintah Allah), maka damaikanlah antara kedua-
nya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguh-
nya Allah menyukai orang-orang yang berlaku
adil. (DEPAG. RI., 1392 : 846

Ayat di atas menetapkan, jika orang-orang
mukmin saling bermusuhan, maka jamaah memiliki ke-
wajiban untuk mendamaikan. Dan apabila salah satu
golongan itu membangkang terhadap perdamaian/ tidak

mau damai, dalam hal ini seluruh kaum muslimin ber-
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kewajiban bersatu untuk menyerang golongan yang ti-

dak mau damai.

Dalam hak berpendapat ini, Islam telah mewa-
jibkan kepada semua intelektual muslim untgk menem-
patkan persoalan masyarakatnya sebagai bahan kajian
dan analisa yang ditekuni tanpa henti, lalu mengemu
kakan bahwa hasil pemikiran dan ‘analisanya itu se-
mata-mata ia baktikan demizkebaikan bersama. (Mu-

hammad Asad, 1985 : 144)

Dengan demikian mengeluarkan pendapat bukan
hanya merupakan hak saja, tapi juga merupakan kewa-
jiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang

yang mampu,

2. Kewajiban Warga negara Islam

Sebagai kebalikan dari pada hak yang diberi-
kan oleh negara kepada warganya, maka sudah sewajar
nyalah bahwa tiap-tiap warga negara melaksanakan ke
wajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh negara.
Hal ini merupakan hak dari pada negara terhadap war

ga negaranya.

Dalam negara Islam kewajiban warganegara ter
hadap negaranya yang terpenting adalah taat pada ne

gara dan mempertahankan negara serta bekerja sama

dengan negara.

a. Taat pada negara
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Setiap warga negara harus taat kepada negara
dengan melaksanakan apa yang telah diperintah oleh
negara/penguasa baik itu ringan atau berat, senang

atau susah dan dalam situasi atau kondisi yang ba-

gaimanapun.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa

ayat 53 :

ols Ao Mpably adilgmbl ool Lyl

5 A es 3 feBB A0l abats LY

LU5 051 o dly dl el fae el d g
{ o1 9\__;3\')’_;5:_.‘9'&&,)\3\]\,.

Artinya

"Hai Orang-orang yang beriman taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri di an-
tara kamu. Kemudian jika kamu berlainan penda-
pat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia ke-
pada Allah (Al-Qur-an) dan Rasul (sunnahnya),ji
ka kamu benar-benar beriman kepada Allah dan ha
ri kemudian. Yang demikian itu lebih utama (ba-
gimu) dan lebih baik akibatnya". (DEPAG. RI., -

1392 : 128).

Dengan demikian nampak bahwa ketaatan pada
pemerintah wajib untuk dilaksanakan selama tidak
disuruh pada hal-hal yang bersifat kemaksiyatan.Dan
apabila pemerintah itu bersifat maksiyat, maka ti-
dak wajib untuk taat melakukan perintahnya. Seba-
gaimana sabda Nabi :

“ e SRR .,
d_:.lb)’jt“)b A,:.a:-(;),l\gb Anss, y5 o VY

b

(Al 5a0)
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Artinya :

n, ... kecuali jika diperintahkan untuk berbu
at maksiat. Maka apabila ia diperintahkan de-
ngan suatu kemaksiatan tidaklah wajib mendengar
dan tidak pula taat. (Riadhus Sholihin, T: *535)

Dari sini nampak bahwa ketaatan kepada nega-
ra tidak bersifat mutlak melainkan ada batasnya se-

hingga tidak wajib untuk dikerjakan.

b.Membela dan mempertahankan negara

Kewajiban membela dan mempertahankan negara
merupakan kewajiban yang hakiki bagi setiap war ga
negara. Islam telah mewajibkan pada setiap warga ne
garanya yang sehat jasmani dan rohani untuk ikut
terjun ke dalam peperangan, apabila kemerdekaan aga
ma dan politis negaranya terancam oleh musuh- musuh
Islam.

Dalam membela negara ini jika tidak ada alas
an tertentu sehingga tidak dapat terjun dalam pepe-
rangan, maka ia harus tetap menyumbangkan jasanya -
dalam bidang sipil dan tetap menyumbangkan hartanya
bila ia memang seorang yang mampu. (Muhammad Asad ,
1985 : 130).

Adapun mereka yang enggan mengurbankan jiwa
dan harta kekayaannya untuk membela negaranya, maka
mereka diberi predikat oleh Allah sebagai orang mu-

nafiq. (Abul A'la Al-Maududi, 1393 : 276).

Jihad merupakan suatu kewajiban terhadap war

ga negara yang bersifat esensial, baik dalam keadaan
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ringan atau berat. Hsl ini sesuai dengan firman Al-

lah dalam surat At-Taubah ayat 41 :
442=u.33[3.4.é=;{j,»\3!JDJ.abL?;9 :J\Eﬁ{;;Lb\i;i-&gp_kl\

» “ w e \‘ : N ' Y
uJ.ALAJ r-Ju A&jﬁ@d uuw_‘ L.B
W ST
Artinya : (i ' "—J }
"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa
ringan atau merasa berat, dan berjihatlah de-
ngan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demi

kian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu me-
ngetahui. (DEPAG. RI., 1392 : 185).

Kewajiban berjihad ini hanyalah bagi warga

negara muslim dan tidak berkewajiban bagi warga ne-

'gara nonmuslim. Petapi mereka (non muslim) bolehber

gabung dengan kaum muslimin atas kerelaan mereka
sendiri untuk ikut berperang mempertahankan negara.

(Abd. ‘Karim Zaidan, 1984 : 94 )
Bekerja sama dengan pemerintah

Warga negara dari negara Islam juga diwajib-
kan untuk sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah
dan mengurbankan segalanya untuk kepentingan negara.

Sehingga negara menuntut agar setiap warga
negara taat sepenuh hati, memiliki niat dan bekerja
demi kebaikan, kemakmuran dan perbaikan negara dan
jangan mentolerisansi apapun yang mungkin menggang-
gu kepentingan negara. (Abul A'la Al-Maududi, 1933:
276) .

Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk men-



32

ciptakan kemakmuran dan ketenteraman seluruh warga-

negara dalam wilayah negara Islam.

D. Sebab-sebab hilangnya kewarga negaraan

1.

Murtad/keluar dari agama Islam

Negara Islam adalah negara yang bertumpu pa-
da agidah dan ideologi yang khaé, yang merupakan sum
ber peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya sebagai
landasan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Aki-
dah dan ideologi ini adalah Al-Islam.

Dengan konsep ideologi inilah negara Islam-

menentukan status hilangnya kewarga negaraan dalam

nNegara Islam, sehingga dengan adanya perubahan pada
prinsip dasar yaitu al-Islam, maka secara 1langsung
akan merubah kewarga negaraannya. Dengan kata 1lain
bahwa kewarga negaraan seseorang dapat hilang kare-
na murtad (keluar dari agama Islam). (H.M. Hasbi As

Shiddieqy, 1371 : 46).

Dengan keluarnya seseorang warga negara dari
memeluk agama Islam ke agama lain atau tidak beraga
ma, maka status kewarga negaraannya menjadi orang
asing yang tidak berhak mendapat perlindungan baik
berupa jiwa atau harta kekayaannya. Sebaliknya ia
akan bebas dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan

oleh negara.

. Rusaknya akad dzimmah.
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warga negara yang non Islam (orang Dzimmy )
da pat kehilangan kewarganegaraannya Karena adanya
dua faktor yaitu :
1., Orang Dzimmy yang meninggalkan negeri Islam dan
pergi menuju ke negara musuh, dan
2. Orang Dzimmy yang secara terus terang memberon-
tak melawan negara dan mencoba mengadakan'sera—

ngan sabotase. (Said Ramadanj; 1 986: 151)

Dengan adanya pemberontakan dan sabotase ter-
hadap pemerintah, maka mereka harus diperangi. Dan
jika mereka merusak atau tidak menghormati lagi isi
perjanjian yang telah di tentukan bersama, bahkan
mereka menunjukkan sikap penipuan dan berani men-
cerca kesucian agama Islam, maka yang demikian itu
harus diperangi bahkan kalau perlu diusir. (L. Amin

widodo, 1994 : 61)

Sejalan dengan perbuatan orang Dzimmy di atas
maka secara langsung perjanjian yang .. disepakati
bersama (akad Dzimmah) dianggap batal dan tidak ber
hak lagi mendapat perlindungan. Karena _perbuatan
tersebut telah membahayakan kaum Muslimin dan nama
baik, harta, akhlak, jiwa dan agama. (Sayyid Sabig,
1987: 132)

3. Menetap di negara lain

Disamping kedua hal di atas, hilangnya kewar-
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ganegaraanfdalam Islam dikarenakan menetapnya se-
orang warga"negara Islam di bumi negara lain dalam
batas waktu tertentu serta memperoleh. kebangsaan ne

gara tersebut. (Ahmad Hanafi, 1986 : 117)

Dengan demikian meskipun warga negara berada
di negara lain dan tidak melepaskan kewarganegaraan
nya, maka ia tetap dianggap.sebégai warga negara Is

lam,



BA B IIT
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM
HUKUM NASIORAL

A. Berlakunya hukum pidana Indonesia Ditinjau dari teroto

risl
Ketentuan tentang batas-batas berlakunya per-
undang-undangan hukum pidana menurut tempat terjadi -
nya perbuatan, ditinjau daru sudut negada ada dua ke-
mungkinan :
1. Perundang-undanganhukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah negara,
baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun

orang asing (asas teritorial).

2. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara
dimana saja, juga di luar wilayah negara (asas per-
sonal) juga dinamakan prinsip nasional yang aktif.

(Moelyatno, 1387 : 38).

Dalam azas pertama/azas teritorial berdasar pa-

da KUHP pasal 2 :
"Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Re-
publin Indonesia berlaku bagi setiap orang yang da

l1am daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tin
dan pidana®",

Dalam pasal di atas ada pengecualian, yaitu ba-

gl orang-orang bangsa asing yang menurut hukum inter-

35
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nasional diberi hak eksteriorialitas. Mereka ini

tidak boleh diganggu gugat sehingga ketentuan hukum

pidana Republik Indonesia tidak berlaku dan yang
berlaku bagi mereka adalah hukum pidana negaranya -

sendiri. (R. Sugandi, 1380 : 6).

Dengan adanya hak exteriorialitas ini tidak
berarti, bahwa mereka dapat bertindak menurut sesu-
ka hatinya sendiri dengan melakukan tindak pidanase
enaknya. Karena mereka akan dituntut dan diajukan -
ke pengadilan negaranya melalui jalan diplomatik.Me
reka adalah :

a. Para kepala negara asing yangberkunjung ke Indo-
nesia dengansepengetahuan pemerintah Indonesia;

b. Para korps diplomatik negara-negara sing;

c. Para konsul, seperti konsul jenderal, konsul, wa
kil konsul dan agen konsul;

d. Pasukan-pasukan tentara asing dan para anak buah
kapal perang asing yangberada di bawah pimpinan
komandonya jang sepengetahuan pemerintah Indone-
Siaj

e. P2ara wakil dari badan-badan internasional seper-
ti para utusan perserikatan bangsa-bangsa,palang
merah Indonesia dan lain-lain. (R. Soesilo,1384:
47).

Azas teritorial ini diperluas dalam pasal 3

\
KUHP yang menyatakan
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"Ketentuan pidana dalam perundang-undanganIn
donesia berlaku bagi setiap orang yang di luar
wilayah Indonesia melakukantindak pidana di da-
lam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia"

Sehingga ketentuan pidana perundang-undangan
Indonesia tidak hanya berlaku bagi orang yang mela-
kukan perbuatan pidana dalam wilayah Indénesia, ta-
pi juga berlaku bagi orang yang .melakukantindak pi-
dana di dalam kapal atau pesawat milik Indonesia -
yang berada di luar wilayah Indonesia.

Azas yang kedua/azas personal atau biasa di-
sebut dengan'prinsip nasional aktif, azas ini ter-

dapat pada pasal 5 KUHP (1) yang menyatakan :

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Re
publik Indonesia berlaku bagi warga negara In-
donesia yang melakukan di luar wilayah Indone-

sia".

Ke-1. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam
bab I dan II buku ke 2, dan dalam pasal
pasal 160, 161, 240, 273, 450, 451,

Ke-2. Sesuatu perbuatan yang oleh ketentuan pi-
dana dalam perundang-undangan Republik In
donesia dipandang sebagai kejahatan dan

! dapat dipidana menurut perundang-undangan
ne gara tempat itu dilakukan.

Ayat 2 :
Penuntutan ke jahatan-kejahatan tersebut da-
lam sub kedua juga dapat dilakukan apabila si-

tersangka baru setelah melakukan tindak pidana
menjadi warga negara Indonesia.

Azas ini dinamakan "Nasional Aktif" karena
berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan yang

dilakukan oleh seorang nasional atau seorang warga
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negara. (Wirjono Projodikoro, 1983 : 49).
Disamping kedua azas di atas, pada dasarnya

masih ada dua az2s yang dikenal dengan azas nasio-
nal pasif dan azas universalitas.
Azas nasional pasif, azas ini memperluas ber

lakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia

di luar wilayah Indonesia, berdasar atas kerugian-
nasional yang amat besar yang diakibatkan oleh be-
berapa kejahatan yang dilakukan baik warga negara-
atau orang asing di luar wilayah Indonesia. Jadi
dalam azas ini untuk melindungi kepentingan nasio
nal, Azas ini termuah dalam pasal 4 ke-1, ke - 2,

ke-3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Ketentuan pidana dalam permndang-undangan Re-
publik Indonesia berlaku bagi setiap orangyang
melakukan di luar daerah Republik Indonesia".

Ke-1 : Salah satu kejahatan yang tersebut da-
lam pasal 104, 106, 107 dan 108,111 bis
dapa ke-1 127 dan 131.

Ke-2 : Suatu kejahatan tentang mata uang,uang;
kertas negara, atau uang kertas Bank a-
tau tentang materei atau merek yang di-
keluarkan atau digunakan oleh pemerinta
Republik Indonesia.

Ke-3 : Pemalsuan surat-surat hutang atau serti
fikat hutang yang ditanggung pemerintah
Indonesia, daerah atau sebagian daerah
pemalsuan talén-talon, surat-surat hu-
tang sero atau surat bunga uang yang ma
suk surat-surat itu serta surat-surat -
keterangan pengganti surat itu atau de-
ngan sengaja mempergunakan surat palsu
atau yang dipalsukan seperti itu seakan
akan surat itu asli dan tidak dipalsu-
kan.
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Azas selanjutnya yaitu azas universalitas,a-
zas ini pada prinsipnya melihat pada suatu tata hu-
kum internasional, dimana terlibat kepentingan ber-
sama dari semua negara di dunia. (Wirjono Projodiko

ro, 1983 : 53).

Azas universalitas ini termuat dalam pasal 4
ke-4 KUHP, yang menentukan bahwa ketentuan-ketentu-
an hukum pidana indonesia berlaku bagi siapa saja
yang di luar wilayah Indonesia melakukan kejahatan.
Hal ini termuat dalam pasal 438, 444, 445, 446 dan
pasal 447.

B. Cara memperoleh kewarga negaraan

Untuk memperoleh kewarga negaraan dari wilayah-
Republik Indonesia dapat melalui dengan berbagai cara,
yang mana kadang-kadang cara tersebut ada yang direnca
nakan atau mungkin tanpa direncanakan. Dalam arti sese
orang telah mendapatkan kewarga negaréan dengan sendi-
rinya tanpa diminta atau dikehendaki kewarga negaraah-

sudah melekat pada dirinya.

1. Memperoleh kewarga negaraan dengan sendirinya.

Kewarga negaraan yang diperoleh dengan sendi
rinya biasanya disebabkan karena adanya hubungan de
ngan ora ng lain yang mana orang lain tersebut te-
lah mempunyau kewarga negaraan. Sehingga tanpa di-

sadari ataupun tanpa dikehendaki ia memperoleh ke-
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warga negaraan yang sama dengan orang lain tersebut
(orang yang mempunyai hubungan dengannya). Kewarga-
negaraan yang demikian biasanya diperoleh karena a-
danya kelahirandari seorang warga negara, adopsi,
atau pengangkatananak oleh seorang warganegara, ke-
beradaan anak yang tiarut kepada ayahnya/ibunya dan

karena akibat adanya petkawinan.

a. Karena adanya kelahiran dari seorang warga nega-
ra.

Kelahiran merupakan proses dasar dari ke-
hidupan manusia di bumi ini. Dengan kelahirannya
seseorang akan mengalami sesuatu yang baru dalam
menempuh perjalanan hidupnya. Demikian pula me-
ngenai hak dan kewajiban sebagai manusia akan
timbul dengan sendirinya.

Karena kewarga negaraan merupakan salah-
satu hak manusia, maka negara memandang perlu un
tuk mengatur kewarga negaraan seseorang sejak la
hir. Di dalam memori penjelasan undang- undang -
kewargane garaan Republik Indonesia (UU no.62 th
1985) menjelaskan bahwa :

Dalam undang-undang ini kewarga negaraan Re-
publik Indonesia diperoleh karena kelahiran
berdasarkan keturunan danberdasarkan kelahir
an di dalam wilayah Republik Indonesia untuk

pemce gah adanya orang yang tanpa kewarga na-
garaan'.

Dari penjelasan di atas nampak nahwa ke-

turunan dipakai sebagai dasar kewarga ne garaan
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Indonesia, sehingga sudah sewajarnyalah apébila ne-
gara menganggap seorang anak yang lahir dari seo-
rang warga negara Republik Indonesia dianggap seba-
gai warga negara Indonesia pula, walaupun ia lahir
di luar wilayah Repiblik Indonesia. Tetapi tidak me
nutup kemungkinanseorang anak yang lahir dalam wi-
layah negara Indonesia yang tidak diketahui asal-
usulnya ataupunkewarganegaraannya tidak diketahui,
maka ia diakui sebagai warga negara Indonesia. Hal
ini utnuk menghindari adanya érang yang tanpa ke-
wargane garaan (apatride) dalam wilayah Republik In

donesia.
a.1. Kelahiran berdasar keturunan

Apabila seorang yang dilahirkan masih mempﬁ-
nyai hubungan hukum dengan ayahnya yang berkewarga-
negaraan Republik Indonesia, maka secara otomatis -
ia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.Hal
tersebut adalah wajar karena anak yang dilahirkan a

dalah keturunan dari warga negara Indonesia.

Adapun seorang anak lahir dari ayah warga ne
gara Republik Indonesia, seda ng ayahnya telah me-
ninggal dunia, sebelum ia dilahirkan, maka ia mem-
peroleh kewarga negaraan Republik Indonesia selama
kematian ayahnya tidak lebih dari 300 hari sebelum
kelahirannya. Untuk anak yang tidak memiliki hubung

an dengan ayahnta atau ayahnya tidak diketahui tidak
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mempunyai kewarga negaraan, maka ia memperoleh ke-
warganegaraan dari ibunya. Hal ini tercantum dalam
pasal 1 huruf e yang berbunyi : "Orang pada waktu
lahirnya, ibunya warga negara Republik Indonesia, ji
ka ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau se

lama tidal diketahui kewarga negaraannya".

a.2. Berdasarkan tempat: kelahiran

Di dalam undang-undang no. 62 tahun 1358 un-
tuk menghindari adanya apatride (tanpa kewarganega-
raan) dalam hal tertentu juga menga nut azas Lus
soli. Jadi apabila ada seotang anak yang lahir atau
ditemukan dalam negara Republik Indonesia selama ke
dua orang tuanya tidak diketahui, maka ia mempero-

leh kewarganegaraan Indonesia.

Hal tersebut jelaslah bahwa dalam hal-hal ter
tentu,azas lus soli masih dipakai dalam menentukan-
kwargane garaan seseorang untuk menghindari adanya -
apatride, dengan demikian memperoleh kewarganegara-
an karena adanya kela hiran menurut undang-undang -
kewargane garaan, pertama-tama diperoleh melalui azas
lus sangius, tetapi dalam hal-hal tertentu kewarga-

ne garaan diperoleha dengan memakai azas lus soli.

. Karena adanya pengangkatan /adopsi

Pengangkatan anak adopsi adalah hal yang wa-

jar terjadi dalam kehidupan dewasa ini. Hal tersebut
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disebabkan karena kemungkinan seseorang dalam perka
winannya tidak mendapatkan keturunan/anak atau ada-
nya hal yang dipakai sebagai alasan dalam pengang -
katan tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak bukan
lah semata-mata persoalan suatu bangsa, tetapi Jjuga
merupakan persoalan antar bangsa, karena dalam hal
ini terjadi hubungan antar dua pihak yang berbeda-

kewargane garaannya.

Kewargane garaan anak pada dasarnya adalah me
ngikuti orang tuanya, adopsi atau pengangkatan anak
bisa terjadi antara anak seorang warga negara asing
dengan orang tua yang berkewarga negaraan Indonesia
atau sebaliknya. Untuk itu dalam hal pengangkatan a
nak yang berkewarganegaraan asing oleh seorang yang
berkewargane garaan Indonesia, maka kewarganegaraan-
anak angkatnya juga mengikuti kewarganegaraan orang
tua angkatnya yaitu kewarganegaraan Indonesia. Adop
si mempunyai akibat adanya hubungan khusus antara
anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya,dima-
na keduanya mempunyau hak dan kewajiban seperti hal
nya anak dengan orang tua kandung. (Soerojo Wgnyodi
poero, 1932 : 117).

Di dalam pasal 2 Undang-undang no. 62 tahun-
1958 menyatakan bahwa "Anak asing yang berumur 5 ta
hun yang diangkat oleh seorang warga negara Repub-

1ik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik
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Indonesia...". Batas umur 5 tahun dalam pengangkat-
an anak mempunyai pertimbangan bahwa ia sebagai a-
nak yang diangkat tidak mengetahui atau tidak mera-
sakan sebagal anak'angkat, tetapi dari pihak pengang
kat akan merasakan sebagai anak kandungnya sendiri
Untuk itu sudah sewajarnyalah pengangkatan anak di
bawah umur 5 tahun yang berkewarganegaraan asing di
berikan status sebagai warganegara Indonesia. Dalam
pengangkatan anak tersebut harus dinyatakan pleh pe
ngadilan negeri dari tempat tinggal orang yang meng
angkat. Pengesahan tersebut sangatlah penting untuk
status hukum anak dalam hubungannya dengan orang

tua angkatnya.
Karena turut ayah/ibu

Yang dimaksud kewarganegaraan yang diperoleh
karena turut ayah atau ibunya adalah keberadaan a-
nak yang belum dewasa turut memperoleh kewarganega-
raan Republik Indonesia dengan ayahnya atau ibunya,
apabila anak tersebut tidak mempun¥ai hubungan hu-
kum dengan ayahnya. Sehingga apabila anak yang be-
lum dewasa (belum berumur 18 tahun/belum kawin)yang
masih mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, maka

anak tersebut mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Turut memperoleh kewarganegaraan Indonesia -

itu baru terjadi setelah anak yang bersangkutan ber
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tempat tinggal dan berada di Indonesia. Hal ini me-
ngingat bahwa kewarganegaraan Indonesia baru dapat
dikatakan berarti secara riil apabila yang bersang-
kutan itu bertampat tinggal secara defacto di Indo-

nesia. (Koerniatmanto,Soetoprawiro, 19334 : 66)

2. Memperoleh kewarganegaraan dengan suatu cara

Kewargane garaan yang diperoleh dengan suatu ca-
ra ini biasanya dilakukan oleh para warga asing yang
berkeinginan menjadi warga negara Indonesia. Kewargane
garaan seperti inibiasanya karena adanya suatu perka -
winan antara orang asing dengan warga negara Indonesia
adanya suatu permohonan Kewarga negaraan dan karena pe

wargane garaan/naturalisasi.

a. Karena adanya perkawinan
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin an-
tara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang
bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan ba-
hagia. Perkawinan adalah suatu ke jadian yang  pen-

ting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya

Perkawinan akan berakibat hukum terhadap hak dan ke
wajiban seseorang dalam rumah tangga.

Di dalam masalah kewarganegaraan perkawinan-
juga membawa akibat hukum dalam hubungannya dengan
negara yang ditempati, yang mana perkawinan tidak

hanya dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan-



46

sama tapi tidak menutup kemungkinan adaﬂya sesuatu-
perkawinan yang kKewarganegaraannya berbeda. Perkawi
nan yang demikian ini membawa akibat terhadap kewar
gaﬁegaraan di salah satu pihak.

Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang
yang berlainan kewarganegaraan dalam undang- undang
perkawinan disebut dengan perkawinan percampuran.
Perkawinan campuran ini membawa dampak seseorang
untuk memperoleh kewarganegaraan atau mungkin kehi
langan kewarganegaraan. Hal ini berdasar pada UU .
No. 1 tahun 19374 pasal 58 "Bagi orang yang berlain-
an kewarganegaraan yang melakukan perkawinan cam-
puran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami
atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganega
raannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan da
lam undang-undang kewarganegaraan Republik Indone -

sia yang berlaku".

Dalam pasal 7 ayat (1) UU. No. 62 tahun 1358
mengatur apabila ada seorang wanita asing kawin de
ngan seorang warga negara Indonesia, maka ia (orang
asing) akan memperoleh kewarganegaraan Republik In-
donesia. Hal ini terjadi dalam waktu satu tahun se-
telah perkawinan itu ia menyatakan keterangan itu,

Tetapi keterangan ini tidak dapat dinyatakan apabi-

la ia masjh mempunyai kewarganegaraan lain.

Dari pasal tersebut di atas, nampak jelas
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bahwa apabila seorang wanita warga negara asihg yang
kawin dengan seorang laki-laki warganegara Indonesia,
secara otomatis memperoleh kewarganegaraan . Republik
Indonesia. Karena "Sebagai akibat perkawinan, status
istri mengikuti suaminya sehingga wanita asing yang
kawin dengan seorang laki-laki warga negara Indonesia-

akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia". (I Made Yu
dana, 1986 : 87).

Dalam pemerolehan kewarganegaraan melalui per-
kawinan harus menyatakan keterangan untuk itu pada pe-
ngadilan Negeri. Dan orang asing itu harus membuat per
nyataan untuk menjadi warganegara Indonesia, penyataan
tersebut hanya akan diterima setelah pemohon dapat mem
buktikan perkawinannya itu sah dan belum melampaui da-

lam satu tahun.

Karena adanya permohonan

Di dalam kesempatan untuk memperoleh kewargane-
garaan karena permohonan bisa terjadi karena adanya ke
mungkinan bahwa seorang anak berdasarkan ketentuan i-
kut kewarganegaraan ayahnya (yang orang asing), sedang
sesungguhnya ia merasa lebih dekat dengan ibunya yang
berkewarganegaraan Indonesia, dan apabila terjadi per-
ceraian di antara keduanya anak tersebut bisa mengikuti
kewarganegaraan ibunya asalkan anak tersebut mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh -

kewarganegaraan Indonedia dengan melampirkan bukti-
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bukti yang telah ditentukan.

Adapun anak yang diluar perkawinan menurut Un -
dang-undang no. 62 tahun 1358 dalam pasal 3 adalah a-
nak di luar perkawinan yang sah antara seorang wanita-
warga negara Isndonesia dengan seorang laki-laki asing
maka anak tersebut jika diakui menjadi anaknya ia akan
memperoleh kewarganegaraan yang sama dengan ayahnya ya

itu warga negara asing.

Sehingga dengan demikian diberikan kesempatan -
kepada anak tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan-
Indonesia melalui swatu permohonan kepada menteri ke-
hakiman. Adapun permohonan tersebut dapat diajukan da-

lam jangka waktu setahun setelah yang bersangkutan ber

umur 18 tahun.

Kewarga negaraan Indonesia dengan jalan permoho
nan ini juga dapat diperoleh oleh keturunan anak asing
dari ayah atau ibu yang juga lahir dalam wilayal Repu-
blik Indonesia dan merupakan pendiaduk Indonesia. Anak-.
keturunan asing yang dapat mengajikan permohonan kewar
gane garaan ini apabila telah mengalami dua keturunan i
migran asing yang lahir dalam wilayah Republik Indone
sia dan telah menjadi penduduk Republik Indonesia. Hal
ini karena keturunan satu derajat itu belum cukup un-
tuk dapat dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh betul
tidaknya pemohon akan menjadi warga negara patriot.

(Koerniatmanto Soetoprawiro, 1334 : 48).
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c. Karena pewarganegaraan (naturalisasi)

Pewarganegaraan atau naturalisasi yaitu suatu
cara bagi orang asing untuk menjadi warganegara suatu
ne gara dimana ia bertempat tinggal setelah memenuhi sa

rat-syarat tertentu. (J.T. Prasetyo, 1980 : 1).

Dalam undang-undang no. 62 tahun 1358, juga mem
buka kemungkinan terhadap orang asing untuk menjadi war
ga negara Republik Indonesia dengan jalan pewarganega-
raan (Naturalisasi). Kemungkinan tersebut merupakan
suatu hal yang wajar bagi setiap négara yang berada di
dunia ini. Pada suatu waktu negara akan menerima warga
asing untuk dapat menjadi warga negara Indonesia de-
ngan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan da-

lam undang-undang.

Di dalam pasal 5 UU. No. 62/1358 menyatakan bah
wa "Kewarganegaraan Republik Indonesia karena pewarga-
negaraan diperoleh dengan berlakunya keputusan menteri
kehakiman yang memberikan pewarganegaraan itu". Adapun
syarat-syarat untuk mengajukan pewarganegaraan menurut

pasal 5 tersebut ialah :

a) Sudah berumur 21 tahun

b) Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada
waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam
daerah selama sedikit-sedikitnya 5 tahun berturut-
turut yang paling akhir atau sama sekali selama se-

puluh tahun tida k berturut-turut.
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Apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat -
persetujuan istri (istri-istrinya).

Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai seke-
dar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta ti-
dak dihukum karena melakukan kejahatan yang merugi-
kan Republik Indonesia.

Dalam keadaan sehat jasmani dan ‘rohani.

Membayar pada kas negeri uang sejumlah antara Rp.
500, sampai Rp. 1.000, yang ditentukan besarnya
oleh jawatan pajak tempat tinggalnya berdasar peng-
has@lan tiap bulan yang nyata dengan ketentuan ti-
dak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan.
Mempunyai mata pencaharian yang tetap,

Tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan ke
warganegaraannyé apabila ia memperoleh kewarganega-
raan Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan
menanggalkan kewarga negaraan lain menurut ketentu-
an hukum dari negara asalnya atau menurut ketentuan
hukum perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan -
antara Republik Indonesia dan negara yang bersang -

kutan.

Tentang besar pembayaran kewarganegaraan yang

sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang, maka

hal ini diatur secara khusus dalam surat keputusan ber

sama menteri kehakiman dan Menteri keuangan No. M. o4.

UM. 09. 03-80, No. 333%3/KMK. 01/1980 tentang tata cara-
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pembayaran uang pewarganegaraan yang mengatur bahwa be
sarnya uang pewarganegaraan sebesar antara Rp.30.00300
sampai dengan Rp. 100.000,00 yang didasarkan atas-
penghasilan nyata pemohon setiap pemohon, dengan keten

tuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulannya.

Dalam permohonan pewarganegaraan tersebut Mente
ri negara berhak untuk menolak atau mengabulkan. Apa-
bila permohonan tersebut dikabulkan, maka pemohon ha-
rus mengucapkan sumpah atau janji setia di muka penga-

dilan negeri.

Disamping dengan cara di atas, pewarganegaraan-
dapat juga diperoleh melalui keputusan presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini terjadi
karena demi kepentingan negara atau yang bersangkutan-
telah berjasa terhadap negara dan bangsa Indonesia, de
ngan demikian tentu saja syarat-syarat yang ditentukan
untuk permohonan biasa tidak berl;ku, tetapi mereka-
hanya diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia -
saja. Pewarganegaraan seperti ini biasa disebut dengan

pewargane garaan istimewa. (J.C.T. Simorangkir, 1374
156) .

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Sebagai konsekwensi logis dan yuridis di dalam
suatu negara hukum setiap warga negara sudah barang
tentu hak-hak kemanusiaannya akan dijamin sepenuhnya-

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur da



52

lam undang-undang Dasar 1345. Yakni adanya pengakuan-
dan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Namun se-
bagai perimbangan dari pengakuan dan perlindungan atas
hak-hak tersebut tentu yang ménjadi warga negara Indo-
nesia tadi harus pula melaksanakan dengan sepenuhnya -
dan dengaq penuh kesadaran yang tinggi melaksanakan ke
wajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh negara ke

pada mereka dalam rangka hidup bermasyarakat dan berne

gara.

Setiap warga neraga harus mengetahui apa yang
menjadi hak-haknya dan apa pula yang menjadi kewajib-
an-kewajibannya tidaklah dibenarkan jika warga negara-
hanya menuntut hak-haknya saja sedang kewajiban- kewa-
jiban yang dibebankan kepada mereka diabaikan sama se-
kali. Demikian pula sebaliknya warga negara yang aktif
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh
negara, tapi dalam memperoleh hak-hak warga negara ter

sebut oleh negara tidak diakui dan dilindungi.

Oleh karena itu antara hak dan kewajiban harus
berjalan dengan seimbang, sehingga tercipta suatu kea
dilan yang hakiki.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka di
bawah ini berturut-turut akan dipaparkan apa yang men-
jadi hak dan kewajiban dari seorang yang menjadi warga

negara.

1. Hak persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak
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Hak ini mengenai kemerdekaan diri bahwa seti
ap warganegara diakui sebagai manusia pribadi. Da-
lam undang-undang semua orang adalah sama kedudukan
nya di muka hukum, yaitu sebagai manusia pribadi -
yang memiliki dan mendukung hak (law subject). Ia
dapat mengajukan atau menuntut/gugatan apabila me-
reka dirugikan dan sebaliknya mereka dapat meminta-
perlindungan hukum bila terancam keselamatan jiwa-
nya dan ia pun dapat dikenai ancaman jika ia melaku
kan kesalahan yang melanggar undang—ﬁndang atau hu-

kum yang berlaku.

Titik fglak dalam persamaan hukum iﬁi, yai-
tu tidak mengakui adanya peradilan yang berbeda-be-
da antara golongan tertentu dalam masyarakat. Kese-
larasan dan keseimbangan dalam hak persamaan kedu-
dukannya dalam hukum berarti tidak dibenarkan ada-

nya seseorang untuk mendapat perlakuan yang berbeda

dengan yang la in.

Dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya-
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib men -
junjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya".

Prinsip persamaan dalam hukum tersebut, ham-

pir sama dengan prinsip "egoality before the law"\,

yang berarti tidak ada perbedaan di dalam hukum ter

hadap setiap warga negara, baik warga negara asli
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atau warga negara keturunan.
Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 menyata -

kan bahwa :

"iap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan -
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Oleh karena itu, sudah mdrupakan kewajibanba
gi pemerintah untuk menciptakan.lapangan pekerjaan
yang baru dengan syarat-syarat yang layak bagi ke-
manusiaan, sehingga terealisasi kesejahteraan warga

ne garanya.

Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengelu-

arkan pikiran dengan lisan atau tulisan.

Ketiga hak-hak di atas merupakan suatu hak
warga negara yang sangat penting dalam negara demo-
krasi. Kebebasan berserikat tidak ada artinya kalau
tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.
Dalam UUD 1945 pasal 28 menyatakan bahwa :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengelu-
arkan fikiran dengan lisan atau tulisan dan se-
bagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Dengan adanya ketentuan ini berarti negara-
menjamin akan hak-hak setiap warga negara dalam ber
fikir dan berpendapat, selama tidak bertentangan de
ngan undang-undang yang ada serta dapat dipertang -
gung jawabkan.

Kebebasan dalam mengeluarkan suatu fikiran -

atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, ada
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lah merupakan dasar utama hidup bernegara dalam su-

atu negara demokrasi. (Mr. Sm. Amin, 1976 : 58).

Adapun yang dimaksud kebebasan berserikat -
(Freedom of assiciation) "kebebasan untuk mendirikan
partai. *

Kebesan untuk mendirikan partai politik.Peng
akuan terhadap partai tersehut oleh pemerintah-
tidak boleh dikaitkan dengan program partai ter
sebut yang akan mendukung pemerintah/tidak. Ja-
di partai tersebut bebas untuk menentukan sikap
nya apakah dia akan beroposisi kepada pemerintah

atau akan menjadi pendukung yang setia. (Moch.-
Kusnardi, 1385 : 325).

Untuk menegakkan hak-hak di atas antara kese
larasan dan keseimbangan haruslah diperhatikan kebe
radaannya hal ini untuk mencegah timbulnya akibat -
yang fatal, karena hak-hak tersebut diatur lebih
lanjut dalam undang-undang, yang sifatnya spesifik.

Berkenaan dengan hak yang diatur dalam pasal
28 tersebut seolah-olah hak tersebut lebih bersifat
politik, maka hak ini dapat juga disebut hak poli-

tik warga negara.

Hak beragama

Selama Republik Indonesia berdiri hingga se-
karang belum pernah terjadi pemerkosaan atas kebe-
basan beragama oleh golongan terbanyak/mayoritas ya
itu kaum muslim atas kerugian golongan kecil/minori

tas, baik yang beragama Katolik, Protestan, Budha,

dan Hindu, atau kepercayaan-kepercayaan lainnya
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yang ada di Indonesia.
Dalam UUD 1345 hak tentangberagama ini ter-
cantum dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi :
Ne gara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk-
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu'l
Hak yang terkandung dalam pasal di atas adala
hak yang paling hakiki bagi set%@p manusia di bumi
ini. Dikatakan demikian karena pada dasarnya siapa-
pun baik manusia atau negara tidak boleh  melarang

kebebasan seseorang untuk memeluk suatu agama seba-

gai kepercayaannya kepada Tuhan yang maha Esa.

Dalam hal ini Prof. Mr. Kuntjoro Purbaprano-

to, berpendapat bahwa :

"Negara dan ketuhanan yang maha Esa adalah se-
suai dengan anjuran dalam agama Islam ialah ka-
rena agama Islam sebagai agama yang menghenda-
ki negeri dan negara yang aman tenteram dan meng
hendaki setiap pemeluknya supaya tetap menjun-
jung aturan dan undang-undang, patuh pada disi-
plin dan peraturan serta melarang perbuatan pe-
ngacauan, mengganggu keamanan umum dan melakukan
tindakan sendiri". (Prof. Mr. Kuntjoro Purba -

pfanoto, 1369 : 97).

Jadi antara negara dan agama sangat tidak -
bertentangan karena agama merupakan suatu falsafah-
hidup bagi setiap manusia dalam bermasayarakat dan
bernegara serta penghambaan diri pada sang pencipta
Sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia ada

lah negara beragama. Hal ini sesuai dengan pasal 23

ayat 1 UUD 1945 :
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"Négara berdasarkan atas Ke Tuhanan Yang Maha
Esa', Ayat di atas menunjukkan bahwa negara tidak anti
terhadap agama sebagaimana negara-negara komunis, teta
pi justrd negara melindungi keberadaan agama untuk di
kerjakan menurut kepercayaannya masing-masing. Sebagai
mana pada pasal 23 ayat 2 yang mencantumkah kata "Pen-
duduk", ini menunjukkanbahwa negara Indonesia memberi-
kan kebebasan untuk beribadat menurut agamanya masing-
masing kepada setiap orang yangberada dalam wilayah ne
gara Indonesia, baik ia sebagai warga negara Indonesia
ataupun warga negara asing selama kebebasan tersebut
berhubungan dengan agama yang mempercayal keesaan Tu-
han.
Selaras dengan itu dalam ketetapan MPR Nomor
II/MPR/1993 tentang keagamaan dinyatakan
"Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbi-

na kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha ESa, kualitas kerukunan antar agama dan
antar umat beragama dan menganut kepercayaan ter-
hadap Tuhan Yang maha Esa dalam usaha memperkokoh-
persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan a
mal untuk bersama-sama membangun masyarakat ( GBHN,

1993 : 105).

Sehingga kebebasan beragama di negara Indone -
sia sangat dihargai dandihormati oleh ne gara,sebab di
samping agama merupakan hak yang sangat hakiki bagi
setiap manusia, agama juga dapat menjalin suatu persa-
tuan dan kesatuan bangsa baik antara umat beragama,an-

tar agama ataupun antar pemeluk agama dengan pemerin -

tah.
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Hak bela negara.

Disamping merupakan hak bela negara juga me-
rupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara.Hal
ini sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UUD 13945 yang me-

nyatakan :

"iap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut

serta dalam usaha pembelaan'negara".

Ayat ini mdrupakan pengakuan dan jaminan hak
dan sekaligus merupakan kewajiban untuk membela ne-
gara. Oleh karena itu setiap warga negara harus mem
punyai rasa patriotisme dan rasa memiliki (sense of
belonging) terhadap negaranya, sehingga apabila ada
ancaman, hambatan ataupun tantangan baik dari luar
maupun dari dalam, warga negara dengan sendirinya -
akan bangkit rasa patriotismenya untuk mempertahan-
kan serta membela negaranya, yang mana hal ini se-
suai dengan kata "berhak" yang tercantum dalam pa-
sal 30 ayat 1 yang menunjukkan bahwa setiap warga

negara berhak untuk membela negaranya sendiri.

Hak mendapatkan pengajaran

Pendidikan merupakan modal dasar untuk men-
cerdaskan kehidupan bangsa, maka negara memberikan
kebebasan setiap warga negaranya untuk memperoleh -
pengajaran, Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 a-

yat 1 :



"Pjap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran'

Sehingga dalam hal ini warga negara dapat menun

tut pemerintah agar mengadakan sekolah-sekolah baik

yang sifatnya umum ataupun kejuruan. Sejalan denganitu

pemerintah memberikan ketentuan dalam memajukan pendi

dikan antara lain :

a.

b.

Kekurangan biaya tidak boleh meﬁjadi halangan
Untuk yang tidak mampu disediakan tunjangan/bea sis
wa, ikatan dinas, tunjangan asrama dan lain-lain
Pembayaran SPP ringan

Setiap pakaian pelajar diseragamkan

Keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan putusan,
Pelaksanaan pendidikan secara formal dan informal.

(Karto Saputro, 1382 : 28)

Dengan demikian warga negara akan memperoleh

kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya.

"Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ke-
trampilan di semua jenis dan jenjang pendidikan -
yang diselenggarakan oleh pemerintah terus dikem-
bangkan secara merata di seluruh tanah air dengan
memberikan perhatian khusus kepada peserta didik
yang berasal dari keluarga yang kurang mampu me-
nyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di da
erah terpenting peserta didik yang memiliki ting -
kat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian
lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan presta
si bakatnya. (GBHN, 1333 : 90).

6. Hak berbudaya

Pada dasarnya pemerintah berkewajiban mengusaha

kan agar kebudayaan negara dapat maju dan berkembang
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sesual dengan pola pikir bangsa Indonesia, sedangkan -
warga negara berhak ikut serta mengembangkan kebudaya-
an nasional tersebut sesuai dengan kemampuan dan kei-

nginannya.

Dalam pasai 32 menyatakan : "Pemerintah memaju-
kan kebudayaan nasional". Secara seﬁintas ketentuan -
ayat ini seolah-olah tidak menganddng suatu hak apapun
tapi kalau diteliti benar-benar, maka justru hak ter-

sebut akan nampak sekali.

Kebudayaan pada hakekatnya adalah hasil cipta ,
rasa, karsa dan karya manusia. Sehingga kebudayaan In-
donesia merupakan hasil dari ciptaan, rasa, karsa dan
karya manusia Indonesia yang harus dilindungi dan di-

lestarikan oleh bangsa Indonesia.

Kebudayaan nasional Indonesia tidak memandang
anasir anti kebudayaan lain-lainnya, misalnya kebudaya
an golongan-golongan yang dinamakan minoritas seperti-
golongan Tionghoa, peranakan Belanda, Arab dan Sebagai
nya. (M. Tabrani, 1980 : 67). Karena dapat dijadikan
bahan-bahan penting guna memupuk dan memelihara bahkan
menciptakan kebudayaan nasional Indonesia yang diakui
dan dirasakan sebagai kebudayaan nasional oleh seluruh
warga negara Indonesia, baik yang asli maupun yang ke-

turunan asing.

T. Hak perekonomian
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Setiap rakyat atau warga negara berhak ikut ser
ta dalam kegiatan perekonomian yang diusahakan bersama
seperti koperasi. Disamping itu warganegara juga ber-
hak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan yang dica -
pai oleh pemerintah bersama-sama rakyat.

Dalam masalah hak ini, UUD 1945 mengaturnya da-

lam pasal 33 ayat 1 sampai 3 : .

1. Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas
kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di-
kuasai oleh negara.

3, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung-

di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperguna-

kan untuk sebesar-besarnya.

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak- hak
ekonomi warga negara. Yang mana hak ekonomi ini tidak-
bersifat monopoli yang kebanyakan diterapkan oleh ne-
gara-negara liberal yang lebih mementingkan individu
dari pada kemakmuran seluruh rakyat. Sedang di Indone-
sia kemakmuran seluruh rakyat lebih diutamakan diban-
ding kemakmuran individu. Dengan kata lain Indonesia
menganut azas demokrasi ekonomi, yang berarti sistem

perekonomian bertujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang pen
ting bagl negara dan yang menguasai hajat hidup orang-
banyak dikuasai oleh negara. Hal ini bertujuan agar
tidak terjadi monopoli bagi perorangan/swasta. Dengan

demikian tidak akan terjadi penindasan ekonomi pada
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rakyat.
Hak memperoleh kesejahteraan sosial

Hak kesejahteraan sosial ini, tercantum dalam
pasal 34 yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh ﬁegara". Hal ini berar-
ti pemerintah berkewajiban memelihara fakir miskin dan
anak-anak yang terlantar, sesuai déngan kemampuan pem-
biayaan yang telah disediakan negara. Dengan kata lain
fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak dipeliha-

ra sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh negara.

Dalam melaksanakan kewajiban ini pemerintah me-
ngadakan berbagai rumah pemeliharaan anak yatim piatu
dan memberi bantuan kepada badan-badan sosial yang ber
gerak dalam bidang ini. Dan disamping itu juga mengada
kan pendidikan untuk menyiapkan mereka untuk siap be-

kerja dan berusaha menciptakan lapangan kerja.

Dari beberapa hak-hak di atas, ada juga hak-hak
warga negara yang ditetapkan dalam perundang-undangan-
lain, misalnya dalam UU. NO. 14 tahun 1370 tentang ke-
tentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU.No. 8,
tahun 1981, tentang hukum acara pidana, hak untuk min-
ta grasi, hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk ke-
Juar dan tidak lagi menjadi warga negara dan masih ba-
nyak lagi hak lainnya bagi warga negara yang tidak mung
kin untuk diuraikan satu persatu karena terbatasnya ha

laman, namun hak-hak tersebut di atas sudah lebih dari
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cukup.
Kewajiban warga negara Indonesia
Setelah mengetahui apa yang menjadi hak- hak
warga negara Indonesia sekarang penulis paparkan a-
pa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban setiap war
ga negara Indonesia. Mengenai kewajibannya dapat-
disebutkan sebagai berikut : . \
1) Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hu--
kum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya
Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 kali
mat terakhir dalam UUD 1345,

"Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya".

Dengan ketentuan ini secara konstitusio -
nal berarti seluruh warga negara dengan tidak a-
da kecualinya, mempunyai dua kewajiban yang ha-
rus dijunjung dan dijalankan, yakni :
a. Wajib menjujung hukum
Yang dimaksud hukum di sini adalah hu-
kum yang sifatnya tertulis dan tidak tertulis.
Hukum tertulis ini misalnya : UUD 1345, Kete-
tapan MPR, Kepres, Peraturan Pemerintah dan
peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan -
oleh yang berwenang. Sedang hukum~hukum yang
tidak tertulis misalnya adat istiadat atau
kebiasaan_kebiasaan yang masih berlaku dan

terpelihara dengan baik serta tidak berten -
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tangan dengan pancasila sebagai falsafah bangsa In
donesia.
Dengan demikian setiap warga nggara wajib men

junjung hukum seperti yang disebutkan di atas dan

dengan penuh kesadaran harus melaksanakan dan men-
taatinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernega-
ra. ’

Sebagal contoh kewajiban menjunjung hukum ini
adalah mentaati peraturan perundang-undangan, seper
ti Undang-undang keamanan nasional, Undang- undang
subversi, Undang-undang perburuhan dan lain sebagai
nya yang tidak mungkin dipaparkan satu persatu di
sisi, akan tetapi pada prinsipnya, setiap warga ne-
gara, harus dan wajib mentaati semua peraturan-per-
undang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan-
oleh pemerintah pusat maupun yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah.

Dalam kewajiban yang bersifat keuangan nega-
ra mengeluarkan undang-undang perpajakan. Pajak me-
rupakan pungutan langsung dari rakyat menurut pera-
turan-peratutan yang berlaku. (J.C.T. Simorangkir ,
1974 : 163).

Dengan kewajiban membayar pajak ini, sSecara

langsung warga negara telah turut ikut serta ber-

tanggung jawab atas kelancaran pembangunan negara-

Indonesia.
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b, Wajib menjunjung pemerintahan

Yang dimaksud pemerintahan di sini adalah pe
merintahan yang dilakukan oleh pemerintah  pusat ,

pemerintah daerah ataupun pemerintah desa.

Sebagaimana diketahui bentuk pemerintahan
Indonedia adalah "Republik" yang berarti untuk ke-
pentingan umum. Dan agar képentingan ini bisa ter-
capai sesuai dengan kepentingan negara dan kepen-
tingan warga negaranya, maka sudah sepatutnyalah ka
lau setiap warga negara wajib menjunjung pemerintah
an itu, dengan jalan mentaati apa yang telah diga-
riskan oleh pemerintah dan melaksanakan apa yang

telah diamanatkan oleh pemerintah.

Sehingga apa yang digariskan dan diamanatkan
oleh negara tersebut bersifat mengikat dan mempu-

nyai kekuatan hukum yang formal.

2. Membela negara

Membela negara merupakan kewajiban setiap warga
negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 30 ayat 1 UUD
1945 :

"Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta da
lam usaha pembelaan negara'.

Pasal di atas menunjukkan bahwa pembela negara
tidak hanya merupakan suatu kewajiban, tetapi juga me-
rupakan hak bagi setiap warga negara.

Dengan demikian setiap warga negara mempunyai
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tugas dan kewajiban untuk membela bangsa dan negarafter
hadap serangan musuh baik yang datang dari dalam mau -
pun dari luar dan senantiasa suap siaga untuk mengha-
dapi segala kemungkinan yang mengganggu keamanan dan

kemerdekaan negara. (J.T.C. Simorangkir, 1374 : 162)

Demikianlah kewajiban-kewajiban warga ne gara
Indonesia yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan

keadaan situasi dan kondisi bagaimanapun Jjuga.

D, Kehilangan Kewarganegaraan

Kehilangan kewarganegaraan merupakan masalah
yang biasa terjadi pada suatu negara. Karena setiap
individu mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan -

nya sendiri, sesuai dengan keinginannya.

Secara umum sebab-sebadb kehilangan kewarganega-
raan Indonesia pada dasarnya di latar belakangi ada-
nya dua hal yang pokok, yaitu :

a. Mencegah terjadinya status bipatride, dengan dipero
lehnya kewarganegaraan yang baru,

b. Perbuatan yang dapat menunjukkan bahwa orang yang
bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewargane
garaan Indonesia. (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1394

68) .

Dalam negara Indonesia seorang warga negara da

pat kehilangan kewarganegaraannya karena hal-hal beri

kut :



1.

3.

Adanya perkawinan dengan orang asing

Hal ini terjadi terhadap seorang wanita war-
ga negara Indonesia yang telah kawin dengan seorang
berkewargane garaan asing, jika dalam waktu satu ta-
hun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan

keterangan untuk itu.
Karena turut ayah atau ibunya

Dengan hilangnya kewarga negaraan seorang a-
yah maka berlaku juga terhadap anak-anaknya yang
mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya
yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, kecua-
1i jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik
Indonesia anak-anak itu menjadi tanpa kewarganegaré
an. Demikian juga kehilangan kewarganegaraan oleh -
seorang ibu berlaku terhadap anak-anaknya yang ti-
dak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan a-
yahnya, kecuali dengan kehilangan kewarganegaraan -
tersebut anak-anaknya itu menjadi tanpé kewarganega

raan. (C.S.T. Kansil, 1392 : 130)

Adanya ketentuan dalam UU.No.62 tahun 1358 pasal 17

yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia hilang ka

rena :

a. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauanya
sendiri, dengan pengertian bahwa jikalau orang

yang bersangkutan pada waktu memperoleh kewarga-
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negaraan lain itu berada dalam wilayah Republik In-
donesia kewarganegaraan Republik Indonesianya baru
dianggap hilang apabila Menteri kehakiman dengan
persetujuan Dewan Menteri atas kehendak sendiri a-
tau atas permdhonan orang yang bersangkutan menyata

kan hilang.

Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain

sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempat

an untuk itu,

Ketentuan ini berkelebihan kewarganegaraan ,
lagi pula orang yang bersangkutan menunjukkan ku-

rang menghargai kewarganegaraan Republik Indonesia.

Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang
yang bersangkutan belum berumur 18 tahun dan belum
kawin dan dengan kehilangan kewarganegaraan Repub-

1ik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Batas umur ialah 18 tahun berlainan dengan-
ketentuan pasal 2. Sehingga apabila menurut undang
undang orang tua yang mengangkat anak itu maka anak
itu hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia,apa-

bila ia mempunyai kewarganegaraan lain.

Anak yang diangkat dengan sah oleh orang asing se-
bagai anaknya, Jika anak yang bersangkutan belum
berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewargane gara

an Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewargane
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h.

GI

garaan.

Dinyatakan hilang oleh Menteri kehakiman dengan per
setujuan dewan menteri atas permohonan orang yang
bersangkutan, jika ia telah berumur 21 tahun  ber-
tempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan
hilang kewarganegaraan Republik Indonesianya tidak

menjadi tanpa kewarganegaraan. .

Hal tersebut memberi kesempatan bagi orang
yang berlebihan kewarganegaraan, melepaskan kewarga
ne garaan Republik Indonesianya, umur ditentukan 21

tahun.

Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebdbih

dahulu dari Menteri kehakiman.

Tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri kehakiman -
masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu or-
ganisasi antara negara yang tidak dimasuki oleh Re-
publik Indonesia sebagai anggota, jika jabatan di-
nas negara yang dipangkunya menurut peraturan Repu-
blik Indonesia hanya dapat dipangku oleh warga nega
ra atau jJabatan dalam dinas organisasi antara nega

ra tersebut memerlukan atau janji jabatan.

Tidak semua jabatan mengakibatkan hilangnya

kewargane garaan, mela inkan hanya yang diuraikan da

lam ketentuan ini.

Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada
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negara asing atau bagian dari padanya.

Dengan tidak mewajibkan, turut serta dalam pemilih-

an sesuatu yang bersifat ketata negaraan untuk sua#%

tu negara asing.

Mempunyai paspor atau surat yang bersifat dari nega
ra asing atas namanya yang masih berlaku,orang yang
melakukan salah satu perbuatan itu atau memang war-
ga negara dari negara asing itu atam (akan) menja-

di warga negara dari negara itu.

k. Lain dari untuk dinas negara, selama 5 tahun bertu

rut-tﬁrut bertempat tinggal di luar negeri dengan-
tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi-
warga negara sebelum waktu itu lampau dan seterus-
nya tiap-tiap dua tahun, keinginannya itu harus di-
nyatakan kepada perwakilan Republik Indonesia dari
tempat tinggalnya bagi warga negara Republik Indone
sia yang dkbawa 18 tahun terkecuali apabila ia su-
dah pernah kawin, masa lima dan dua tahun tersebut-
di atas mulai berlaku pada hari tanggal ia mencapai

umur 18 tahun.

(C.S.T. Kansil, 1992 : 131-133).
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layah negara Indonesia untuk kepentingan I,ternasi-
onal dapat ditera:kan hukum pidana Indonesiza,

Adapun delam svarit'at Islem lingkungan .beriaku-
J (=] (=]

nya tatz aturan pidana Islam dari segi “-téritorialaya

dan kewarganegareannya ada 3 teopi:
[=] o

1.

per

Teori Abu‘hanifah yang menyateken lingkungan berla=
kunya pidena Islam hanya dapat diterapken dalam wi-
layaly.. negare Islam dan tidak dapet diterspken di-
luar wilayah negara Islzam. N
Teori” Abu Yusuf, teori ini same dengen teori abu He
nifah yang menyatakan banwa nukum pid#na Islam ha-
nya berlaku dalam wilayah negara Islam dan “tidak
berlaku di luar negera Islam.

Teoxri Imam Malik, Syafi'i den Ahmad yang menyatakan
lingkungan hukum Islam berlaku bagi siapa szja yang
berbuat jariman di delan wilayah negare Islan dan
Juga berlaku vagi setiap warga negara yang .berbudt

jarimah di luar negeri Islam,.

Dari xedue pzndengsn nukum di etas nampaX adanya

bedean:dan kesamcan cdalem menerspken berlekunya hu-

kum,

Kesamean kedua hukumn tersebut asdz1ah, sama-sams

menzgunakan -- . . '#zas teritorjal sebagai dusar pe-

netapan berlakunya hukum pidiana yang dilakukan semua o

rang baik warga negara maupun warga asing.
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Dan kesameannya juge terletak pada pendapat Ipam
alik, Syafi'i dan Ahmad, bazhwa seoreng warga cnegara
Islam yang telah berbuat jarimah di luar negeri Islem
terhadapnya diterapkan hukum Islam, Hal ini sama  de-
ngan berlakunya hukum pidane Indonesia yang di atar.da

lam pasal 5 KUHP.

Sedangkan perbedaanya terletak pada warga asing
yang telah melakukan tindak pidana di luar wilayah ne-
gara, Dalam hukum Islam orang asing yang melakukan ja-
rimah di luar wilayah negara Islam tidek akan diterap-
kan hukum pidana Islam., Sedang daleam pidana Indonesia
orang asing yang melakukan tindak pidana di luer wi—.
layah negara Indonesia aken dikensi sangsi hukum pi-
dana Indonesia. Hal ini diatur delem pesal 3, 4, den

pesal 8 KUHP. : .

Analisis Cara Memperoleh Xewarganegaraan

A Dalam hukum Nasional kewargenegaraan dapat di-

peroleh dengan cara

1. Adanya kelahiran

2. Pengangkatan anak / adopsi
5. Perkawinan G

4., Permohonan

5. Turut orang tua

6. Pewarganegarazn
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Cara memperoleh kewszrganegaraan Indonesia pada d=

sarnya menggunakan ezas ius scngius (berdasar keturunan),

Ay

sehingge apabila seorinz wargs neg

ra Indonesia melahir

ken seorang anak di neseri Malaysia meka anak tersébut
.

berkewarganegaraan Indonesia, Tapi untuk mencegsh ada-

-nya apatride (tanpa kewarganegaraan) negara .. Indonesia

juga menggunakan azas ius soli sebagai desar untuk me-

netapkan kewarganezaraan seseorang dalam wilayah negara

Indonesiza.

Sedang dalam syari'at Islem untuk menentukan se-

seorang memperolen kewargsnegaraan dapet dengsn 3 cara:

1. HMasuk / memeluk agamsa Islam;
2. Adanya akad Dzimmeh;

3. Turut orang tua

Dari ketiga cara tersebut nampak dalam syaritat
Islam tidak mengensl apa yang disebut azes ius .....soli
(kewarganegarzan berdssar tempat kelzhiran), tapi meng-
gunakan azas ius sangius, yang mena Kewarganegaraan se-
orang anak yang dilshirken mengikuti kewarganegaraan o-
rang tuanya. Dan disamping menggunaken azas ius sangius
tersebut, pada pokoknya kewargsnegaraan Islam dapat di-
peroleh dengan mengikuti idiolozi negara yzitu al Islam.
Dengan demikian bagil seseorang yang ingin memperoleh ke
warganezsraan Islam herus mau beragama Islsm atau harus

mengadakan perjanjisn yang biasa dikenal akad Dzimmah.
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Dari uraian di atas namwmak bahwa antara kedua

hukum tersebut terjadi persamaan dan perbedzan.

Persamaan Kedua hukum terseobut adalah sama- sama
‘menggunakan azas ius sangius, yang meanes Keleniran seb-
rang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, Jadi
dalam hal ifji apabile seorang warga negara Islam mela-
hirkan anak di negara non IslamAdaﬁ selama orang tua
tersebut masih beragama Islam serta tidak melépaskan
kewarganegaraanya, maka status anzk térsebut warga ne-
gara Islam. Demikian pula dalam hukum nesional Indone-
sia seorang anak yang‘dilahirkan olep seorang warga ne
gara Indonesia di luar negera Indonesia selama tetap
berstatus warga negera Indonesia, maka si anak yang di

lahirkan tersebut berkewargenegaraan Indanesia.

Dari Sééi perbedaannya, dalsm hukum Nesional bi-
la dipandang perlu masih menggunakan azas ius soli de-
lam mempercleh kewarganegaraan hal ini untux menghindes
ri adanya apatride dalam negaranya. Sedang dalam syeri'
at Islam tidak mengguneken azas ius soli untuk me-
netapkan'seseorang dalam memperolen kewarganegaraan.
Karena dalam s _ari'at Islam disamping memakai dzas Sa-.
ngius juga memakel szes.idiologi. Jjedi delem mempero
leh kewarganegaraan Islam,prinsip idiologi negara :se-
gai dasar yang pokok seseorang untuk memperoleh suvaz:u

kewerganegeraan.
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C. Analisis Hak dan XKewajibean Verga liegara

Hak-hak warga negara Indénesia yang telah tercanm
tum dalam batang tubuh UUD 1945 termuat dalem pasal 27
sampai dengen pasal 34,yang-maﬁa pasal-vesal’ tersebut

sesuai dengan hukum I3lam.’

1. Pasal 27 "Hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan”
hal ini sesuai dengan surat Al maidah ayat 8 ;
"Yai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu . jadi
drdahg-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kare
na Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, men-
dorong kamu untuk berlaku tidak addl, Berlaku adil-
lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah  Maha
Mmengetahui apa yang kamu kerjakan!.
Dan pada surat An lNisa' ayat 58 :

",..apabila menetapkan hukum diantara ma2nusia supa-
ya kemu menetapkan dengan adil.

Dengan demikian nampak kedudukan seluruh warsa ne-
gara Islam di mata hukum dan pemerintahan sama, se-
jak dari eksistensi di hadapan hukum dan dihadapan-

pemerintah dengan tidak ada pandang bulu.

2. Pada pasal 27 ayat 2 "Kesamaan mendapat pekerjaan ,
dan kehidupan yang leyak? Hal in sesuai dengan su-

rat An Najm ayat 39 :

"Dan bawasanya seorang manusie tiada memperoleh se-
lain apa yang telah diusahakannya"

Maka_apabila seseorang telah berusaha dan bekerja -

. . !
sesuai dengsn ketentuan syari at Islam,. sudah sewa-
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jarnya harta yang diperolenh merupakan harta yang
healal dan menjedi miliknya penunh sebagai iabalen Je
rih payahnya dalam beruszha.
3, Pasal 28, "Kebebasan berserikat dan berkumpul serta

bebas mengeluarkan pikran".

Pi dalam nezara Islam kebebasan mengeluarkan penda-
pat mempunyai arti yang sangat penting. Sebab kebe-
basan ini merupakan jalur terpenting untuk mengem -
bangkan daya inteligensia dan untuk. pembentukan in-
sani muslim yang tanggub dan beraklak. Diantara pe-
rintah utama dalam Islam adalah menyurun yang wak-
rufl dan mencegah yanzg mungkar. Untuk menyatakan pe-
rintah ini Allah berfirmen delam surat 211 ashr ayat:
1 -3 :

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadzan-
merugi, kecuzli orang-oranz yang beriman dan Dbera-
mal soleh, dan saling nasenat menasehati dalam Kke-
benaran dan saling nasehat-menasehati dengen kesabez
ran".

Dan dalam surat 11i Imran ayat 104

"Dan hendaklan ada diantara kamu segolongan umat
yanz menyeru kepsda kevajiken, menyuruh kegpa:a ‘yang
ma'ruf dan mencegah cari ysng mungkar®.

Serta dalam surat it Taubah ayat 71

"Dan orang-orang yang oceriman, lelaki dan rerempuan
seb. zaian mereka adalch sebzgal penolong bagi seba-
zian yang lain. Mereka menymrun mengergakan kebai-
kan dan mencegah xemungkaran'.

Dalam persoalan ini kebebasan warga negara untuk me

ngeritik, melakukan kontrol dan menyempaikan nase-=
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hat kepada para penguasa. Talam nal ini secara oto-
matis membutuhkan kebebasan untuk berpendapzt yang
bertanggung jawab menurut syaritat Islam,

Pasal 29, "Kebebasan untuk beragama dan kepercayaan'”
Dalam Islam pada dasarnya tidak ada paksaan terha-=
dap -seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu.
Sebagaimana firman Allah dalam sSurat Al Bagarah 256
"Tidak ada paksaan untuk memeluk zgama tertentu, ke
rena telah jelas jalan yang benar dari pada jelan
yang salah"r

Dengan demikian Islam telah memberikan kebebasan ba
gi siapa saja untuk memeluk suzatu agama dan Islam
melarang untuk menggangu akidah dan cara beribadah-
warga negara non muslim, Seningga disini nampak bah
wa Islam benar-benar menjaga toleransi antara umat
beragama dalam suatu negara.

Pasal 30, "Tiap warga negara berhak danm  wajib _ikut
membela negara" = * .

Hal ini sesuai dengan ayat Al Bagarah ayat190

"Dan perangilah dijalan #llah orang-orang yang me-
merangi kamu, (tetapi) j:nganlah kamu melampaui ba-
tas, karena sesungguhnya Allah tidak menyuksi orang
otang yang melampaui batas™.

Dan dalam surat At taubah ayat 41

"3erangkatlan kamu baik dalam keadaan merasa ringan
ataupun merasa bverat, dan berjinatlah dengan har-
ta dan dirimu dijalan Allah. Yeng demikian itu ada-

lah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dari keduna pandangan di atas nampak bahwa membela -
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nezgara bukan hanya merupakan suatu hak tapi merupa-
kan juga suetu xewajiabn bagi setiap warga negere.
tzsal 31 "Hak mendapat pengajeran / ilmu
Islam mengahargai kedudukan crazg yeng berilmu kare
na dengan ilmu aken modah mencapai kehidupan di du-
nia untuk menuju kehidupan di akherat. Seningga da-
lam hal ini Islam mengenjurksn untuk bertznyc bagi-
orangeorang‘yang tidak mengerti, sebagaimana firman
Allzh dalam surat 4an Nahl ayat 43
"Dan kxami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali o-
rang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mere-
ka, meka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pe
ngetahuan dan supaya mereka memikirkan".

Den pada surat Al Isra' ayat 36

"Dan janganlah kamu mengikuti zpa yang kemu tidak
mempunyai’ pengetahuan tentangnya" ‘

Ayat ini menunjukkan bahwa = seorang Islam dituntut
untuk mengetahui sesuatu pengetahuan baik itu sifat.
nyé wnum meupun pengetazhuzn zgama.

Fasal 32 "Hak berbudaya"

Hak berbudaya ini merupakan hak untuk berkreasi bas-:
gi setiap warga negara yang harus dilindungi dan di
lestarikan. \
Dalam Islam hal ini tercantum pada surat Ar Ra'du 2 \\\\\\\\
yat 11 :

-

nSesungguhnya Allah tidak merobah keadasn sesuatu:
kaum sehingga mereka merobsh keadaan yang ada peda
diri mereka sendirit.

=
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Dengan demikian berkreasi dalam Islanm pada dasarnya
diveri kebebasan selame tidak bertentangan dengan
syari'at Islem.

pesal 33 "Hak untuk melekuken kegiatan perekonomian®
Xegiatan perelonomian ini diusezhakeh Berszma seper-
ti adenya koperasi. Hal ini bertujueg untuk tolong-
menolong dalam mesalan perekonomiZn, sehingga ter-
cipta kesejahteraan para.anggotapya.

Dalam Islam tolong-menolong merupakan suatu perin -
tah yang harus dikerjakan sebagaimena firman Allah
dalam surat Al Maidah ayat 2

nDan tolong-menolonglan kamu dalam (mengerjekan) ke
baikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan polan~aaran

Hal ini mununjukkan bahwa masyarakat Islam merupa-
kan masyarakat gotong royong yang dibangun atas da-
sar saling tolqng menolong.

Tasal 34 "gak fakir miskin dan anak-anek terlantar-
dipelihara oleh negera"

Pasal ini berarti bahwa negara berkewajiban memeli-
hara fakir miskin dan ansk-ansk terlantar, - sesueai
dengan kemampuan negara.

Dalam Islam individu mendapatkan santunan negara di
dahului dengan ajeran , peraturan dan hak yang te-
lan ditetepkan dalam syari'at. Jika ini semua belum

cukup untuk menunjang kebutuhan-kedbutuhan indavidu
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yang xekurangen- tersebut, maka akan dilimpanken pade
masyaraket yang mempu dan Allah SWT aken membalasnye.

Sebagaimana firman Allah salam surst An Nahl ayat 27

"Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-
laki atau perempuan dazlzm keadaan beriman, maka se-

sungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan sesungguhnya akan XKami peri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang mereka telah Xerjaksan'". N

Demikianlah beberapa persamaan antara  kedua hu
kum di atasg .dalam pemberian nak terhadap warga nega-
ranya, yang pade prinsipnya sama-sama memberikan hak
persamaan dan kebebasan yang secara global telah men
cakup~beberapa bidanz, yakni agama, sosial, politik,
ekonomi dan kebudayzan cdengan masing-masing _rincian

dari bidanz-bidang tersebut.
Analisis tentang kewajiban wargd negara

Kewajiban warga negara delem délam-negzra In-
donesia yeng di atur dalam "UD 1945 adalah :

a. wWajib menjunjung hukum dan pemerintzhzn, kewzji -
ban ini berlandaskan pada pesal 27 ayat 1 '~kaki-
nat terakhir dalam UUD 1945 :

"Wéjib menjunjung huxum dan pererintanan itu de-
ngan tidak ada kecualinya.

syat di atas nampak banwa kewajiban setiap .warza
nezara dalam bidang nukum dén pemerintihan  herus

benar-bener dilaksanskan dengan penuh kesadaran. -
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b. Wajib membela nezara

Kewajiban ini berdasar pada pasal 30 :ayat

1 UUD 1945

nfiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara'

Ayat.di atas menunjukkan bahwa setiap waega ne-
gara ‘mempunyai tanggung jewal besar terhadep ne-
gara dari ancaman baik yang datangnya dari dalam

maupun yang datang dari luar.

- Sedang dalam hukum Islam pada dasarnya kewaji

ban warga negara ternadap negaranya ada 3 :

a, Xewajiban te'at pada negara
b. Kewajiban membela negare

’

c. Kewajiban bekerja sama dengan negara

DariAkadua pandangan di atas nampak adanya per
samaan tentang kewajiban yang diberikan negara kepa-
da setiap warga negaranya. XKarena antara keduanye sa2
ma-sama memperikan kewajihan terhedap wérga ) negana-
nya untuk menta'ati den menujunjung apa yang teiah

ditetapkan ¢leh negara masing-masing.
D. Analisis Hilengnya ewarganezaraan

Kewarganegeraan delam hukup nasional depat dinya-

‘« .
takan nilang karena adanya 3 sebab - yang melivuti ¥
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tdenya perkawinen dengen orang asing.

Ketentuan di etes berlaku bagi seorang wanita yang

gara asing.

Turut ayah atau ibunysa.

¥ehilsngan kewarzanegaraan kaerena turut ayah atau-

ibunya ini berlaku bagi seoranz anak yang °~ :_belum

berumur 18 tenun atau belum kazwin.

Adenya ketentuan dalampasak 17 UU no 622tshun 1958

yang pada  zaris besarnys, "bahwa kewsrgrnegarean In

donesiz nilang karena :

1. lemperoleh kewargenegaraan lain kKerena kemauvan-
nya sendiri;

2. Tidak menolak atau melepesxan kewarganegeraan -
lain;

3. Diakui oleh seorang asing sebageai anaknya;

4, Biangkat znak secara sah oleh orang asinh;

5. Dinyataken. nilanz oleh FMenteri Kehakiman  de-
ngen persetujuen Fresiden; \

6. Masuk dinas asing tenpa izin dulu Fenteri Xeha-
Kiman;

7. Mengangkst sumpah / janji pada negara asing;

8. Turut delam pemilihe¢n yang bersifat ketatanega-
raan untuk nsgara asing;

9. empnuyal paspor-dari negara &sing;

10. Bertem at tinzgel di luer nsgeri selema 5 tehun
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berturut-turut dengen tidak menystakan + uhtuk

menjadi warga negara Indonesia lagi, kecuali da

=1

S .any Sedang hilangnye kewarganegarazan delesm  hu-
kum Islam pade prinsipnys ada 3 yait@

1. Keluar dari agama Islam (murtad).

2. Rusaknya akad Dzimmeh.

3. Wenetap di luar negari dengan beberapa waktu
tertentu. Tentang ketentuan ini &apabila _orang

yang bersangkutan télah menerima Kewargenegara-

an negara yang di tempatinya.

Dengan demikian nampak bazhwa hbhilangnya ke-
warganegarazn dalam dua pandangan hukum di z:icatas
nempir banyak perbedaanya dibanding persame=anya.
Persamaanya ini terletak pada kedudukan warga ne-
gara yang ada di luar wilayah negara. Yang mana ke
dua hukum tersebut membatasi seorang warga negara
yvang berada di luar negeri dengan waktu tertentu ,
dengan tidak menyatekam kKeinginanya untuk . ~-~tetap
‘menjadi warga negara aslinya dan menerima kewarga--
negaraan yang ditempatinya (negara lain). Seningga
secara otomatis hilanglash kewargenegarcan ...orang

tersebut.
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Dari seluruh pembahasan di atas dapat . diambil

simpulan sebagai berikut :

1. Antara hukum Islam dan hukum Nasional tentang war-

2

ga negara dan kewarganegaraan pada dasarnya sama-
sama bertujuan untuk mengztur dan memberikan Kemas-
lakhatan yang terbaik terhadap eksistensi warga ne-
gara dalam suatu negara. Dengan demikian seluruh
warga negara akan terjamin kehidupanya dalam hidup

bermasyarakast dan bernegara.

Di dalam memperoleh kewarganegaraan menurut hukum
Islam dan hukum Nasional terdapat persamaan dan se-
kaligus perbedaan. Perbedaan yang pokok terletak da
lam menentukan kewarganegaraan seseorang, karena da
lam hukum Nasional kewarganegaraan tidak berdasar
pada agama Islam. Sedang dalam hukum Islam kewarga-
negaraan didasarkan atas agama Islam. Dengan ldemi-
kian perbedaan tersebut menunjukkan bahwa di dalam
hukum Islam lebih jelas dan tegas dibanding  hukum

Kasional.
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Dengan selesainya penulisan skripsi ini, kiraanga
beberapa saran dari penulis yang derkenszan dengan
alah yang dibahes, yaitu

Dinarapkan pade sel a negara uniuk mengetahu

e
o

1=

dengan jelas tentang eksistensi warge ns

[

negaranya, baik dalem bidanz hukum, perlindungan hak

banyak dituntut untuk ilmu-ilmu pengetsauan, maka su

dah bareang tentu penulisan skripsi ini mesih banyvak

kekurangan, oleh karens itu dengan rasa rendan hati
dan dengsn tangan terbuka saran serta xritik .. -kon-
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npllah akan meninggikan orang-orang yang berimam diantara
mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu ker ja=-

kan",. (Al Mujadalah : 11)
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"Barang siapa menghendaki kebahagiaam dunia maka wajib
atasnya untuk mengetahui ilmunya, dan. barang siapa  yang
menghendaki kebahagiaan hidup akhirat maka wajib baginya
untuk mengetahui ilmunya, dan barang siapa menghendaki ke
bahagiaan keduanya maka wajib baginya uﬁtuk mengetahui il

munya". (Al Hadits)
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